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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat
manusia di muka bumi. Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir
sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal
dan sumber kehidupan. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia
tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat dari mana mereka berasal, dan
akan ke mana pula mereka pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi
ekonomi, social, kultural, politik, dan ekologis.
Dalam sejarah peradaban umat manusia, tanah merupakan faktor
yang paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban.
Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis,
polotik, social, dan cultural. Tak mengherankan jika tanah menjadi harta
istimewa yang tak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial yang
kompleks dan rumit.
Menurut pakar pertanahan Djuhaenda Hasan (dalam Limbong,
2012:1), tanah memiliki kedudukan istimewa dalam kehidupan masyarakat
adat di Indonesia sampai sekarang . Hal itu terlihat dari sikap bangsa
Indonesia sendiri yang memberikan penghormatan kepada kata tanah,
2seperti kata lain untuk sebutan negara adalah Tanah Air, tanah tumpah
darah, dan tanah pusaka.
Pada masyarakat yang hidup dalam tatanam feodalisme, seperti
Indonesia,tanah bukan hanya bermakna komoditas, sebagaiman dimaknakan
pada masyarakat kapitalistik. Banyak orang Indonesia, mulai dari kaum
petani hingga kaum bangsawan dan elit politik, memaknai tanah sebagai
simbol status sosialnya. Bagi mereka, tanah merupakan akar sosio- cultural
dan dijadikan simbol eksistensi diri sehingga nilai tanah lebih dari sekedar
harga sebagai komoditas.
Tanah bagi kehidupan manusia, mengandung makna yang
multidemensional. pertama, dari sisi ekonomi, tanah merupakan saran
produksi yang dapat mendatangkan kesehjahtraan. kedua, secara politis
tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan
masyarakat. ketiga, sebagai kapital budaya, dapat  menentukan tinggi
rendahnya status sosial pemiliknya. keempat, tanah bermakna sakral, karena
pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah karena makna
yang multidimensional tersebut ada kecendrungan, bahwa orang yang
memiliki tanah akan mempertahankan tanhnya dengan cara apapun bila hak-
haknya dilanggar.
Tanah, berapapun luasnya dapat menjadi sebuah investasi bagi
seseorang. Atas tanah tersebut seseorang dapat menjualnya, menanaminya
atau mendirikan suatu bangunan di atasnya. Intinya tanah tersebut dapat
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meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk penguburannya begitu
pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu
berusaha memiliki dan menguasainya.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, manusia umumnya
dihadapkan pada sejumlah hak dan kewajiban. Tuntutan akan haknya akan
semakin menonjol bila pemenuhannya berkaitan langsung dengan kebutuhan
pokok, seperti sandang ,pangan, papan,dan lahan (tanah). Dalam kehidupan
manusia bahwa tanah tidak akan terlepas dari masalah sebagai tindak
tanduk manusia itu sendiri sebab tanah merupakan tempat bagi manusia
untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Oleh karena itulah tanah
sangat penting bagi setiap anggota masyarakat, sehingga sering terjadi
sengketa di antara sesamanya.
Untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut, berbagai upaya dilakukan
manusia, dan perwujudannya tidak dapat terlepas dari sejauh mana dan
bagaimana bentuk hak yang dimilikinya seseorang. Bilah hak yang dimiliki
seseorang merupakan bagian dari hak sekelompok orang atau bila hak
tersebut diakui pula orang lain, maka dalam merealisasikan  hak tersebut
dapat timbul benturan-benturan. Benturan akan semakin menonjol terutama
bila ada rasa tidak adil dalam perolehan hak, dan faktor ini merupakan
pemicu bagi konflik dan sengketa yang kemudian timbul.
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konflik lainnya yang juga mendasar, baik aspek hukum keagrarian maupun
non-agraria seperti sejarah tanah, sosial budaya, politik agrarian, politik
hukum pertanahan. Faktor hukum mencakup regulasi,penegakan hukum dan
HAM, dan admnistrasi pertanahan. Faktor nnonhukum meliputi aspek, dan
kesadaran hukum masyarakat. Masalah pertanahn dan sumber daya alam
sering disebut-sebut sebagai akar penyebab konflik komunal atau bahkan
konflik kekerasan yang bersifat separatis. Pemahaman umum yang bisa yang
ditarik adalah kelangkaan tanah dan sumber daya alam ternyata
menyebabkan meningkatanya persaingan,perpindahan penduduk yang
selanjutnya menimbulkan pengelompokan faktor dan ketidakcocokan antara
satu orang dengan orang lain.
Masalah lain adalah terbatasnya akses masyarakat  terhadap
pemilikan  dan penguasaan tanah secara adil, belum  terwujdnya
kelembagaan pertanahan yang efektif dan efisien, pelaksanaan pendaftaran
tanah belum optimal, tata ruang yang belum selesai lemahnya system
informasi berbasis tanah, pemecahan konflik dan sengketa pertanahan belum
memadainya perlindungan hak-hak masyrakat atas tanah. Dengan semakin
meningkatnya pembangunan, kebutuahan akan tanah semakin meningkat,
sedangkan persedian tanah sangat terbatas, demikian itu mengakibatkan
harga tanah melonjak dan  susah untuk diperoleh. Hal ini disamping
memberikan  dampak positik dan memberikan peningkatan kesejahtraan dan
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berbagai kasus dan permasalahan di pertanahan. Sengketa tanah dalam
masyarakat sering terjadi dimana semakin tahun semakin meningkat dan
terjadi hampir di seluruh daerah di indonesia baik di daerah perkotaan
maupun di pedesaan, seperti halnya di Desa Mojong Kabupaten Sidrap
terdapat sengketa tanah. Hal ini dikarenakan ditingkat implementasi kebijkan
yang diperlihatkan selama ini telah mengabaikan aspek struktural
penguasaan tanah yang pada akhirnya menimbulkan berbagai macam
sengketa.
Kasus Pertanahan yang seringkali terjadi bila dilihat dari kepentingan
para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain
1. Rakyat berhadapan dengan birokrasi negara
2. Rakyat berhadapan dengan perusahaan negara
3. Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta
4. Konflik antar rakyat.
Menurut Margono(1996) hal.69) sengketa yang sering terjadi saat ini
adalah:
1. Sengketa tradisional tentang warisan, keluarga dan tanah
2. Sengketa bisnis yang serta berat dengan unsur keuangan, perbankan,
peraturan Perundang-Undangan, etika dan sebagainya
3. Sengketa lingkungan yang rumit dengan masalah pembuktian ilmiah
64. Sengketa tenaga kerja yang diwarnai dengan masalah hak asasi, reputasi,
Negara dan perhatian masyarakat tradisional.
Ahli Antropolgi Hukum seperti Nader dan Todd (dalam Ihromi 2003) hal.
225) mengungkapkan ada tiga tahapan terjadinya suatu sengketa yakni :
1. Pra-konflik: keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang
2. Konflik: keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui
tentang adanya perasaan tidak puas tersebut.
3. Sengketa: adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan di
muka umum atau dengan melibatkan pihak ketiga.
Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu
pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas
tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan
harapan dapat memperoleh penyelesaian secara kekelurgaan,hukum adat
atau sesuai ketentuan yang berlaku.
Melihat jalan dan perkembangan kasus sengketa tanah dan proses
penyelesaiannya, baik ketika masih merupakan masalah hukum di tingkat
kehidupan warga masyarakat adat, sampai diputuskan Di tingkat mahkama
agung, tampak bahwa sebenarnya berbagai aturan hukum yang di terapkan
dalam kasus-kasus tersebut. Mulai dari hukum adat yang diterapkan oleh
ketua adatnya, dan bersumber pada aturan hubungan kekerabatan sampai
dengan pengguna aturan hukum nasional dengan perangkat pengadilannya,
7aturan-aturan hukum hanyalah suatu alat untuk memperoleh dan
memperebutkan sumberdaya yang berharga dan terbatas.
Hukum negara belum sepenuhnya dapat diharapkan menjadi solusi
yang memenuhi rasa keadilan dan belum berjalan sebagaimana mestinya
(Roza, 2002 :62-63). Oleh karena, itu tidak jarang terjadi masyarakat
menghindari penyelesaian sengketa  melalui hukum negara dan masyarakat
lebih memilih hukum adat/non peradilan.
Masyarakat mentawai misalnya dalam menyelesaikan
sengketa,disebut hukum adat mereka memilah-milah persoalan atau konflik
atas perkara pembunuhan, pencurian, penghinaan, ancaman, ancaman, atau
tindak kriminal lainnya. Kemudian setiap  dengan memberikan sanksi
berdasrkan kesepakatan khusus dan kesepakatan umum yang disebut tolou.
tolou adalah proses penyelesaian sengketa, tindak kejahatan dengan
mengacu kepadatatan sosial masyarakat mentaawai (Roza,2002:63).
Dengan demikian tolou sebagai pranata sosial adalah acuan moral dan
sekaligus penentu rasa keadilan masyarakat mentawai.
Berdasarkan keseluruhan masalah di atas maka penulis  ingin melihat
bagaimana proses hukum yang berlaku pada masyarakat di Desa Mojong
Kabupaten Sidrap dalam menyelesaikan persoalan sengketa tanah.
8B. Rumusan Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka
penelitian ini difokuskan pada Sengketa Tanah Dan Proses Penyelesaian. di
Desa mojong. Kecematan watang sidenreng.kabupaten sidrap. Fokus
penelitian ini dapat di rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:
1) Bagaimana bentuk/wujud sengketa tanah yang terjadi di Desa
Mojong?
2) Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah
tersebut ?
3) Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Mojong ?
C. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian
1. Tujuan penelitian
Adapun beberapa tujuan penelitian dari paper ini yaitu :
1) Identifikasi dan menggambarkan bentuk sengketa tanah pada
masyarakat Mojong .
2) Menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah.
3) Menggambarkan proses penyelesaian sengketa tanah di desa
Mojong.
2. Manfaat penelitian
1) Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan antropologi dalam
memperkaya literatur dan khasanah pengetahuan tentang
persoalan kepemilikan tanah dan permasalahan yang muncul. Serta
9khsanah pengetahuan budaya yang dikaitkan dengan fluralisme
hukum.
2) Diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi kalangan institusi dan
para praktisi hukum dalam mengambil kebijakan mengenai
permasalahan dan cara-cara penyelesaian yang menyangkut
sengketa tanah.
D. Kerangka Konseptual
1. Pengertian Tanah
Pengertian tanah, dalam bahasa Indonesia disebutkan mengenai
tanah yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.
Pengertian tanah diatur dalam pasal 4 UUPA dinyatakan sebagai berikut.
“Atas dasar tanah hak menguasai dari negara sebagai
yang dimaksud dalam 2 ditentukan adanya macam-
macam hak atas permukaan bumi,yang disebut
tanah,yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh
orang-orang ,baik sendiri maupun bersama-sama dengan
orang lain serta badan-badan hukum.”
Dengan demikian, istilah tanah dalam pasal di atas ialah
permukakaan bumi. Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah
yang dapat dihaki oleh setiap orang atau badan hukum.  oLeh karena
itu,hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah
) termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat di
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atsnya  merupakan suatu persoalan hukum. Persoalan hukum yang
dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas
yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan tanaman dan
bangunan yang terdapat diatasnya. Timbulnya berkaitan dengan
dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah
dengan tanaman  dan bangunan yang terdapat di atsanya. Menurut
Boedi Harsono, dalam hukum tanah negara-negara dipergunakan apa
yang disebut asas accesie atau asas, perletakan.
2. Maknah Tanah
Tanah menurut kamus besar bahasa Indonesia terbitan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan seperti dikutip oleh Erari (1999)
adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali. Selain itu
dijelaskan bahwa tanah juga mencakup aspek-asek kultural. kualitas
(kering-tandus, basah-subur). politis, hukum,pemilkan, hak dan juga
makna spritual; seperti halnya tanah adat dan tanah suci.
Tanah juga dihubungkan dengan negeri kelahiran; "(tanah) tumpah
darah". Setiap warga negara Indonesia, menyebut Indonesia sebagai
"Tanah Air" atau " ibu Pertiwi". Dua kata tersebut mengandung makna
ekologis yang luas. Istilah di atas yang mempunyai maksud politis
kebangsaan, juga berdimensi lingkungan (tanah dihubungkan dengan
Ibu). Tanah adalah smber kehidupan manusia dan segala makhluk hidup
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3. Hak Atas Tanah
Kajian pertanahan tidak dapat di lepaskan dari kajian terhadap
masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah, dan pengguna tanahnya.
Sejak dahulu kala, jarang sekali kejadian bahwa para ahli pikir
menguraikan masyarakat/manusia terlepas dari tanah atau lingkungan
dimana masyarakat itu berada (Soekanto dalam Prio Katon
Prasetyo,2006:63-64).
Rusmadi Murad (1991:28), menjelaskan sebagaimana diketahui
dalam ilmu hukum, yang dimaksud dengan  hak pada hakikatnya adalah
suatu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seserang terhadap
sesuatu benda maupun orang,sehingga di antaranya menimbulkan
hubungan hukum. Jadi  apabila seseorang memperoleh hak atas tanah,
maka terhadap orang tersebut telah melekat kekuasaan atas tanah
tersebut dengan dibatasi kawajiban yang di perintahkan oleh hukum.
Selanjutnya Muhalis (2005:19) kembali merangkum beberapa
pendapat ahli mengenai pengertian hak atas tanah, yang menurut
Harjanto T (1991:3-4), hak atas tanah adalah hubungan hukum antara
tanah dengan oarang/badan hukum tertentu dan menurut Effendi
Perangin (1986:8), hak atas tanah adalah pemberian wewenang kepada
Sipemegang hak untuk mempergunakan tanahnya sesuai dengan macam
haknya serata menurut K.Wanjik Saleh (1995:15) lebih tegas, bahwa hak
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atas tanah adalah hak untuk mempergunakan tanahnya saja, dengan
diberikannya hak atas tanah berarti terjalin hukum dengan seseorang .
Pembatasan itu diperjelas oleh Boedi Harsono (2007:19),
mengatakan sedalam berapa tubuh bumi itu boleh digunakan  dan
setinggi berapa ruang yang ada diatasnya  boleh digunakan, ditentukan
oleh tujuan penggunaannya,dalam batas-batas kewajarannya,
perhitungan teknis kemampuan tubuh buminya sendiri, kemampuan
pemegang hukumnya serta ketentuan peraturan perundan-undangan
yang bersangkutan.
Dengan demikian, semakin jelas bahwa yang dimaksud dengan
hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi atau wewenang yang
diberikan oleh Negara Kepada Sipemegang hak yang
berbatas/berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar, untuk
mempergunakan tanah tersebut sesuai keadaan dan peruntukannya,
tidak termasuk segala apa yang terkandung di dalam dan di atas tanah
yang bersangkutan.
Hak atas tanah menurut ketentuan dalam pasal 16 ayat(1) dan
pasal 53 ayat(1) UUPA, terdiri dari; (a) Hak-hak atas tanah diatur dalam
pasal 16 ayat (1)UUPA dan (b) Hak-hak yang berhubungan dengan tanah
diatur dalm pasal 53 ayat (1) UUPA.
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[Hak-hak Atas Tanah Meliputi:
1) Hak milik
2) Hak guna bangunan
3) Hak guna usaha
4) Hak pakai
5) Hak sewa
6) Hak membuka tanah
7) Hak-hak  memungut hasil hutan
8) Hak-hak yang lain dan hak yang dimaksud pasal 53 UUPA.
[Hak-hak yang berhubungan dengan tanah meliputi:
1) Hak gadai
3) Hak menumpang
4) Hak sewa tanah  pertanian
4. Sengketa Tanah
Tanah adalah merupakan sarana yang vital bagi hidup dan
penghidupan manusia. Daniel Lewis dalam  Sutaryono (2005:53),
mengungkapkan bahwa tanah dapat menjadi faktor dalam
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memperpanjang konflik. Bahkan menurut  Adijondro Dalam  Bachriadi
Dalam  Lily Dwi Astuti dan Sri Kistiyah (2006:53) sengeta agraria  di
Indonesia bersifat multi dimensional yang tidak dapat dipahami hanya
sebagai prsengketaan agraria, menurutnya sengketa agraria adalah
puncak gunung es dari jenis konflik.
Hambali Thalib dalam  Muhalis (2005:16), juga menjelaskan
tentang konflik pertanahan sebagai berikut:
“Konflik menurut pengertian hukum adalah perbedaan
pendapat, perselisihan paham, sengketa antara dua pihak
tentang hak dan kewajiban pada saat dan keadaan yang
sama. Secara umum konflik atau perselisihan paham
,sengketa, diartikan dengan pendapat yang brlainan antara
dua pihak mengenai masalah tertentu pada saat dan
keadaan yang sama”
Selanjutnya menurut Surjita (2005:7) bahwa “konflik” berasal dari
bahasa inggris conflick dan dispute yang berarti perselisihan atau
percekcokan, atau pertentangan. Dengan kata lain, konflik merupakan
situasi atau kondisi adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara
para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerja
sama. Pada umumnya konflik akan terjadi dimana saja sepanjang terjadi
intrakasi atau hubungan antara sesama manusia, baik antara individu
dengan individu maupun kelompok dalam melakukan sesuatu.
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Kemudian Dorcey dalam Mitcheli (dalam Sutaryono (2005:52)).
menyebutkan bahwa ada 4 (empat) penyebab terjadinya konflik, yaitu: (1)
prbedaan pengetahuan atau pemahaman; (2) perbedaan nilai; (3)
perbedaan kepentingan; dan (4) persoalan pribadi atau karena latar
belakang sejarah.
E. Metode dan Teknik Penelitian
1. Pendekatan dan Tipe Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yang lazim dalam antropologi yaitu pendekatan kualitatif dimana data yang
diperoleh berasal dari lapangan dengan melakukan pengamatan dan
wawancara mendalam dengan informan yang tahu dan mengerti tentang
permasalahan yang diteliti.
Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif
(Descriptive Research), yaitu penelitian yang menggambarkan atau
melukiskan situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh secara terperinci
sesuai permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini.
Alasan menggunkan metode kualitatif dengan tipe deskriftif yakni agar
permasalahan dapat di gambarkan secara jelas, holistic, kompleks, dinamis
dan penuh makna. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi social
secara mendalam dan penelitian ini akan mengungkapkan pluralisme hukum
dalam sengketa tanah dan proses penyelesaiannya pada masyarakat Sidrap
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dan bagaimana peran hukum adat terhadap penyelesaian sengketa tanah
yang terjadi.
2. Teknik Pemilihan Lokasi Penelitian
Tempat yang menjadi fokus penelitian ini adalah Desa Mojong.
Kecematan Watang sidenreng.Kabupaten Sidrap. Penulis memilih lokasi
ini karena beberapa pertimbangan yaitu:
2.1   Daerah ini merupakan daerah yang terdapat masalah sengketa
tanah dan tidak hanya  menggunakan sistem  hukum  peradilan
dalam proses penyelesaiannya tetapi juga menggunakan
sistem hukum  non  peradilan.
2.2 Lokasi ini mudah dijangkau dengan menggunakan kendaraan
roda dua, maupun roda empat sehingga, penulis lebih mudah
mendapatkan/memperoleh informasi mengenai fokus yang
dibahas dalam penelitian nantinya.
3. Teknik Pemilihan Informan
Pemilihan informan dalam penelitian ini ditentukan secara
sengaja (purposive). Penentuan informan berkembang setelah peneliti di
lapangan. Informan pada tahap awal memasuki lapangan dipilih orang
yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial atau objek yang
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diteliti, sehingga mampu membuka pintu ke mana saja peneliti akan
melakukan pengumpulan data yaitu kepala dinas atau instansi, kepala
desa atau kelurahan dan lain-lain. Setelah itu informan yang dipilih adalah
mereka yang menguasai atau memahami  masalah penelitian, dan
mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada
kegiatan yang tengah diteliti, Informan dipilih berdasarkan kebutuhan data
dan informasi yang dibutuhkan. Informan yang terpilih yang mengetahui
tentang masalah sengketa tanah di desa mojong atau orang yang
berkaitan langsung dengan masalah tersebut.
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam suatu penelitian, pengumpulan data dalam mengungkapkan
permasalahan yang dianggap praktis yakni :
a. Studi Literatur (library research), yaitu teknik penelitian yang
menggunakan berbagai macam bahan kepustakaan dengan
mengumpulkan data-data sekunder melalui literature yang telah
ada guna membantu memahami secara umum.
b. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang
dilakukan di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan
data berupa observasi. yang digunakan dalam penelitian ini adalah
observasi partisipan yang bertujuan untuk menjaring perilaku
individu yang terjadi dalam kenyataan sebenarnya.Peneliti
mengumpulkan data dengan cara mengamati aktifitas masyarakat
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baik yang berupa kebiasaan keseharian maupun aktivitas khusus
dalam mengamati kondisi dan keadaan informan yang menjadi
objek peneltian ini dan mengamati budaya hukumnya yang terlibat
berperkara/bersengketa.
c. Wawancara Mendalam (Indepth Interview) dilakukan pada informan
yang dipilih dan dianggap dapat memberikan informasi tentang
fokus masalah penelitian. Untuk melakukan wawancara terlebih
dahulu dipersiapkan pedoman wawancara namun pada situasi
tertentu, wawancara dapat dilakukan secara spontan, seperti dalam
pembicaraan sehari-hari tetapi tetap terfokus pada masalah
penelitian mengenai “sengketa tanah dan proses penyelesaiannya,
di Desa Mojong,kecematan watang sidenreng. Kabupaten Sidrap.
5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis data kualitatif.  Proses Analisis yakni menganalisis kasus-kasus
sengketa  dimulai dengan menelaah seluruh data tersedia dari
wawancara  kepada informan pangkal, informan pokok dan informan
biasa.Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan langkah-
langkah sebagai berikut: (1) membaca keseluruhan dari kasus sengketa
tanah yang telah terjadi mulai dari pra konflik, konflik hingga terjadinya
sengketa tanah. Dengan analisa terjadinya sengketa tanah tersebut maka
penulis dapat mengungkapkan sejauhmana terjadinya sengketa tanah,
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prosedur penyelesaiannya dan sistem hukum yang secara operasional
terjadi dalam kehidupan masyarakat.semua data yang diperoleh baik
melalui pengamatan ,wawanara dan studi dokumentasi kemudian
diidentifikasikan dan disusun secara sistematis. Analisis data kualitatif
menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2008 ; 246-253)
dilakukan secara interaktif melalui proses data reduction, data display,
dan conclusion drawing/verification. (2)Mereduksi data berarti
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang
penting, dicari pola dan temanya. (3) Setelah data direduksi selanjutnya
adalah mendisplaykan data atau penyajian data, penyajian data dilakukan
dalm bentuk teks yang bersifat naratif. Langkah ketiga yaitu penarikan
kesimpulan dan verifikasi, dimana kesimpulan ini disajikan dalam bentuk
deskripsi atau gambaran.
6. Hambatan/kendala dalam proses Penelitian
Selama penelitian berlangsung saya mengalami hambatan/kendala
yang mungkin hampir sama dengan para peneliti pemula. Dimana penelitian
ini di lakukan di Desa Mojong Kecematan watang sidenreng untuk
mendeskripsikan mengenai proses penyelesaian sengketa tanah di desa
mojong kecematan watang sidenreng, Kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan penelitian yakni pada saat wawancara, dimana informan takut
untuk mengungkapkan informasi yang ditanyakan serta mereka mengira
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peneliti adalah pengacara dan yang paling menyedihkan lagi mereka seakan
menyuruh peneliti untuk membantunya bagi pihak yang merasa kalah dalam
berperkara. Namun, setelah dijelaskan maksud dan tujuan penelitian
akhirnya mereka memberikan informasi yang ditanyakan. Hal lain yang
menjadi masalah yakni informan yang tidak lagi berada di lokasi penelitian
atau pindah ke daerah lain, sehingga penulis hanya bisa mendatangi dan
memperoleh keterangan dari kepalah Desa.
7. Sistematika Penulisan
Tulisan ini di susun secara sistematis ke dalam beberapa bab, dan
setiap bab terdiri dari sub-sub bab, adapun sistematika disusun sebagai
berikut:
Bab I, memuat bab pendahuluan yang didalamnya diuraikan mengenai latar
belakang masalah, rumusan masalah, kerangaka konseptual, tujuan
dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab II, studi pustaka yang memaparkan studi-studi atau tulisan-tulisan yang
memilki hubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dikaji.
Bab III, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup
lokasi penelitian, keadaan geografi, luas wilayah dan penggunaan
lahan, iklim, keadaan penduduk, pendidikan.
BabIV,memuat tentang Orang yang bersengketa dan cara
penyelesaiaannya di Desa Mojong
Bab V, merupakan bab penutup atau kesimpulan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep dan Makna Tanah
Tanah menurut kamus besar bahasa indonesia terbitan departemen
pendidikan dan kebudayaan seperti dikutip Erari (1999) adalah permukaan
bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali. selain itu dijelaskan bahwa tanah
juga mencakup aspek-aspek kultural, kualitas (kering-tandus, basah-
subur),politis, hukum, pemilikan,hak dan makna spritual;seperti halnya tanah
adat dan suci.
Tanah juga dihubungkan dengan neger kelahiran; "(tanah) tumpah
darah ". Setiap warga negara indonesian sebagai "Tanah Air" atau :Ibu
Pertiwi". DUa kata tersebt mengandung makna ekologis yang luas. Istilah di
atas yang mempunyai maksud politis kebangasaan, juga berdimensi
lingkungan O(tanah dihubungkan dengan ibu). Tanah adalah sumber
kehidupan manusia dan segala makhluk hidup.
Menurut Barlowe seperti dikutip oleh Sutiyanto (1995), konsep tentang
tanah yang disamakan artinya dengan konsep lahan, terbagi menjadi:
1) Lahan sebagai suatu ruang, yaitu bahwa laha merupaka suatu ruang,
dimana terdapat di dalam permuakaannya. Dalam hal ini sumberdaya
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lahan adalah tetap dalam kuantitasnya dan tidak dapat dirubah atau
dirusak, karena ruang tidak  dapat dihancurkan atau ditingkatkan.
2) Lahan sebagia alami yaitu bahwa lahan merupakan sumberdaya alam,
dimana oraang dapat merubah atau memodifakasi lahan sebagai
sumberdaya lam.
3) Lahan sebagai faktor produksi, yaitu lahan bersama-sama dengan
faktor produksi lainnya seperti tenaga kerja, kapital dan manejemen
sebagai satu kesatuan faktor produksi dalam perokonomian.
4) Lahan sebagai barang konsumsi, yaitu bahwa lahan tidak hanya
dimiliki dan sebagai kebanggaan, karena secara langsung dapat
menambah produksi, tetapi karena lahan memiliki nilai sebagai barang
konsumsi didalam hak miliknya.
5) Lahan sebagai situasi, adalah bahwa lahan karena lokasinya sehingga
mempunyai respek terhadap pasar. kondisi geografis, sumberdaya
yang lain dan negara-negara lainnya. Hal ini sangat berpengaruh tidak
hanya karena nilai dan penggunaan lahan yang secara luas lebih
ditentukan oleh faktor lokasi dan asesibilitas, tetapi juga oleh
kepentingan strategi di dalam perokonomian modern dan dunia politik.
6) Lahan sebagai satu milik bahwa lahan diperhatikan sebagai suatu
areal yang dimiliki oleh perorangan, kelompok atau kekuatan tertentu
dan digunakan sesuai dengan sifat alamianya dan bertanggunjawab
terhadap lahan yang dimilikinya.
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7) Lahan sebagai kapital, adalah bahwa selain sebagai faktor produksi,
lahan juga dapat dianggap sebagai kapital dalam perekonomian.
Ikatan manusia dengan tanah juga terlihat pada beberapa konflik di
indonesia yang bersumber dari tanah. Dalam negara Agraris seperti
Indonesia, tanah merupakan satu faktor produksi sangat penting karena
tanahlah kesejehtraan manusia berasal. Selain itu, tanah tidak hanya
merupakan faktor produksi dalam arti eonomi,tetapi juga mengandung arti
religius. Beberapa komunitas juga mennjukkan adanya arti atau makna tanah
dari perspektif budaya dan adat. Ini menegaskan betapa pentingnya
penguasaan sumber-sumber agraria bagi kehidupan. Oleh karena itu, tanah
kemdian dapat menjadi sumber konflik yang dapat memicu aksi-aksi brutal.
Aspek makna tanah yang diungkapkan oleh Karel Phil Erari (1999)
antara lain: makna teologis tanah, makna ekonomis tanah. makna tanah
dalam perspektif  adat dan budaya irian. Berikut adalah aspek makna tanah
berdasarkan beberapa tinjauan:
1. Makna Ekonomis Tanah
Tanah adalah sumber hidup manusia, namun dalam kenyataan,
perilaku manusia terhadap tanah, memperlihatkan sikap betapa tanah tidak
lagi dihargai, dihormati dan dilindungi. Tanah sebaliknya menjadi sumber
segala konflik. Karena tanah dipandang secara sepihak sebagai benda yang
bernilai ekonomis belaka, demikian pernyataan Salindehu  yang dikutip Erari
(1999). Selain itu, aspek ekonomis dari tanah menimbulkan disharmoni dari
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hubungan manusia dengan tanah. Tanah dikelolah melampaui batas-batas
yang sudah di atur dalam kehidupan masyarakat, bahkan sudah cendrung
dieksploitasi, sehingga menjadi obyek dari segala kebutuhan manusia. Tanah
telah kehilangan nilai sakralnya.
Penelitlian Groger(1987) menyebutkan bahwa terdapat perbedaan
makna antara petani kulit putih dan petani kulit hitam di amerika serikat.
Petani kulit putih lebih menganggap tanah sebagai aset tetap daripada
petani kulit hitam. hal tersebut terlihat dari motifasi petani kulit putih menjual
tanah sebagai strategi manajemen sumberdaya sedangkan petani kulit hitam
menjual tanah karena tekanan kebtuhan. Penelitian tersebut menunjukkan
adanya makna ekonomis tanah sebagai aset dan sarana untuk memenuhi
kebutuhan hidup.
Selain itu, makna ekonomis tanah juga dirasakan oleh masyarakat
Aceh. Menurut  Yunis (2001) masyarakat Aceh menganggap tanah adalah
sumber rezeki, harta berharga yang menjadi mata pencaharian sebagai
besar masyarakat Aceh.
Makna tanah dalam perspektif  hukum bahwa taanh yang dipandang
sekedar dari aspek ekonomis telah menjadi titik tolak dari berbagai undang-
undang dan peraturan, yang pada dasarnya mengatur bagaimana tanah itu
dimiliki dalam batas-batas satu negara (Erari,1999). Tanah dengan demikian
diatur dalam hukum positif yang tertulis . beberapa hukum tertulis di
25
indonesia adalah UUP Kehutanan No.5 tahun 1967 yang intinya berisi bahwa
hak atas tanah diatur pemerintah.
Tanah bagi petani merupakan soal dan mati (Daeng.2000). Seluruh
hidup petani kecil dan buruh tani tergantung pada landrords (tuan tanah ). Hal
tersebt terjad karena landlords menguasai sumber hidup buruh tani, yakni
tanah. Pakpahan et al seperti dikutip Sutiyanto (1995) menyatakan bahwa
bagi petani di pedesaan lahan (tanah) merupakan faktor produksi terpenting.
Petani sangat bergantung pada produktivitas tanah. Petani menggantungkan
hidupnya pada hasil produksi komoditas yang ditanam di atas tanah
garapannya. Sehingga, tanah bagi petani adalah saranah untuk memperoleh
hasil produksi pertanian  yang maksimal.
Penilian ekonomis tanah juga terlihat pada tingginya nilai tanah
berdasarkan karakteristik fisik  tanah dan aksesibilitas  tanah dengan fasiltitas
pendukung. Hernanto (1996) mengatakan bahwa nilai tanah tergantung
pada: tingkat kesuburan atau kelas tanahnya, fasilitas pengairan, posisi
lokasi terhadap jalan dan sarnana pehubngan, adanya rencana pemerintah,
dan lain-lain. Hasil penelitian Sutyanto (1995) juga menunjukkan penilaian
tanah dari aspek ekonomis. Penelitian tersebut menyebtkan bahwa terdpat
perubahan harga  tanah (nilai tanah ) akibat dari: (1) Kondisi infrastruktur : (2)
jarak  dari pusat pertumbuhan wilayah: (3) Lokasi lahan terhadap pusat-pusat
kegiatan ekonomi wilayah setempat; (4) Potensi lahan yang dimiliki, yang
daat dibedakan atas potensi miniral yang terkandung didalmanya, tingkat
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kesuburan lahan dan jenis tanaman yang diusahakan , dan (5)
Kebijaksanaan penatagnaan lahan.
2. Makna Tanah dalam Prospek Sosiologis dan Budaya
Makna tanah scara sosilogis  ini salah satunya  didasarkan pada
pernyataan Wolf(1985) tentang fungsi sosial tanah. menurutnya tanah
memiliki fungsi sosial yaitu sebagai perekat hubungan sosial atau kohesi
pada komunitas tertentu. Fungsi sosial yang dimkasudkan dicirikan oleh
adanya sistem pengelolaan secara bersama baik antar keluarga maupun
ikatan sosial yang lebih luas dalam kegiatan usahatani. Fungsi sosial ini
mengindikasikan bahwa tanah memiliki makna sosial menyangkut hubngan
petani dengan anggota masyarakat yang lain.
makna sosiologis tanah, menyangkut hubungan petani dengan
masyarakat lain dicirikan pula oleh adanya simbol status tertentu yang
diletakkan pada seseorang berdassarkan tanah yang dimlikinya. Pakpahan
et al seperti dikuti sutiyanto (1995) mengatakan bahwa disamping merupakan
faktor produksi, lahan (tanah) yang dimiliki juga merupakan kekayaan yang
akan menentukan status sosial bagi petani tersebut. penentuan status sosial
seseorang berdasarkan pemilikan tanah ini tentunya muncul sebagai akibat
dari proses interaksi yang berlangsung  dalam komonitas petani tersebut.
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Makna Budaya Fenomena Makna Budaya tanah akan sangat jelas terlihat
pada masyarakat desa yang masih subsisten dan memegang teguh adat
istiadat masyarakatnya. Hal tersebut terlihat pada masyarakat Adat Irian Jaya
(Erari, 1999; Sagrim 2002), masyarakat Adat Flores (Daeng, 2000), serta
MAsyarakat  Kasepuhan (UPT-INRIK, 1995). Pada masyarakat ini kekuatan
meningkat dari adat terjadi karena kateriosolasian mereka terhadap dunia
luar dan membentuk masyarakat lokal yang kohesif.
B. Hak Atas Tanah
Kajian pertanahan tidak dapat di lepaskan dari kajian terhadap
masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah, dan pengguna tanahnya.
Sejak dahulu kala, jarang sekali kejadian bahwa para ahli pikir menguraikan
masyarakat/manusya terlepas dari tanah atau lingkungan dimana masyarakat
itu berada (Soekanto, dalam Prio Katon Prasetyo, 2006: 63-64). Hak atas
tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang terbatas.
Menurut Soedikno Mertokusumo (dalam Santoso, 2005: 87),
wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya
dibagi menjadi 2 yaitu:
1) Wewenang umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai
wewenang       untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh
bumi dan air dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk
kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah
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itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum
lain yang lebih tinggi (Pasal 4 ayat (2) UUPA).
2) Wewenang khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai
wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak
atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah hak milik adalah dapat
untuk kepentingan pertanian dan atau mendirikan bangunan,
wewenang pada tanah Hak Guna Bangunan adalah menggunakan
tanah hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas
tanah yang bukan miliknya,  wewenang pada tanah Hak Guna  Usaha
adalah menggunakan tanah hanya untuk kepentingan perusahaan di
bidang pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan.
Rusmadi Murad (1991:28) menjelaskan sebagaimana diketahui dalam
ilmu hukum, yang dimaksud dengan  hak pada hakikatnya adalah suatu
kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseroang terhadap sesuatu
benda maupun orang, sehingga di antaranya menimbulkan hubungan hukum.
Jadi  apabila seseorang memperoleh hak atas tanah, maka terhadap orang
tersebut telah melekat kekuasaan atas tanah tersebut dengan dibatasi
kawajiban yang di perintahakan oleh hukum.
Selanjutnya Muhalis (2005:19) kembali merangkum beberapa
pendapat ahli mengenai pengertian hak atas tanah, yaitu:menurut Harjanto T
(1991:3-4), hak atas tanah adalah hubungan hukum antara tanah dengan
oarang/badan hukum tertentu dan menurut Effendi Perangin (1986:8), hak
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atas tanah adalah pemberian wewenang kepada Sipemegang hak untuk
mempergunakan tanahnya sesuai dengan macam haknya serata menurut
K.Wanjik Saleh (1995:15) lebih tegas, bahwa hak atas tanah adalah hak
untuk mempergunakan tanahnya saja, dengan diberikannya hak atas tanah
berarti terjalin hukum dengan seseorang .
Pembatasan itu diperjelas oleh Boedi Harsono (2007:19), mengatakan
sedalam berapa tubuh bumi itu boleh digunakan  dan setinggi berapa ruang
yang ada diatasnya  boleh digunakan, ditentukan oleh tujuan
penggunaannya,dalam batas-batas  kewajarannya, perhitungan teknis
kemampuan tubuh buminya sendiri, kemampuan pemegang hukumnya serta
ketentuan peraturan perundan-undangan yang bersangkutan.
Dengan demikian, semakin jelas bahwa yang dimaksud dengan hak
atas tanah adalah hak atas permukaan bumi atau wewenang yang diberikan
oleh Negara Kepada Sipemegang hak yang berbatas/berdimensi dua dengan
ukuran panjang dan lebar, untuk mempergunakan tanah tersebut sesuai
keadaan dan peruntukannya, tidak termasuk segalah apa yang terkandung di
dalam dan di atas tanah yangbersangkutan.
Hak atas tanah yang terdapat dalam hukum agraria di bedakan dua
kelompok (Supriadi, 2010: 64), yaitu:
1. Hak Atas Tanah Primer
Hak atas tanah yang bersifat  primer adalah hak atas tanah yang
dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan hukum
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yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan kepada orang
lain atau ahli warisnya. Dalam UUPA terdapat beberapa hak atas tanah yang
bersifat primer, yaitu
a.  Hak  milik atas tanah (HM)
b.  Hak guna usaha (HGU)
c.  Hak guna bangunan (HGB)
d.  Hak pakai (HP)
2. Hak Atas Tanah Sekunder
Hak atas tanah yang  bersifat skunder adalah hak atas tanah yang
bersifat sementara. dikatakan barsifat sementara, Karena hak-hak tersebut
dinikmati dalam waktu terbatas, lagi pula hak-hak itu dimiliki oleh orang lain .
hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 53 UUPA yang mengatur
mengenai hak-hak atas tanah yang bersifat sementara yaitu;
a. hak gadai;
b. hak usaha bagi hasil;
c. hak menumpang;
d. hak menyewa atas tanah pertanian
C. Konsep Pluralisme Hukum
Pluralisme mengacu pada keberadaan lebih dari satu hal pada suatu
Wilayah tertentu. Dalam Konteks pluralism hukum, keberadaan lebih dari satu
hukum dalam wilayah tertentu, bersifat mutlak. Pluralisme hukum tidak dapat
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dimaknai sebagai penerapan lebih dari satu peraturan pada situasi yang
sama, karena hal tersebut bersifat normative dan tidak empiris.
Pluralisme hukum  (legal pluralism) adalah sesuatu yang ada di
segala situasi, merupakan sesuatu yang berlaku umum  dalam kehidupan
masyarakat, di mana setiap hukum dan institusi hukum yang berlaku dalam
suatu masyarakat tidak tergabung dalam atau bersumber pada satu sistem,
tetapi bersumber pada tiap pengaturan diri sendiri yang ada yang ada pada
berbagai wilayah social. Pluralisme hukum terjadi apabila suatu wilayah
sosial memiliki lebih dari satu sumber hukum dan lebih dari satu tertib hukum
(Griffths, 2005: 117)
D. Pengertian Sengketa/Konflik
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, sengketa adalah segala
sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau
pembantahan timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan
sesuatu pihak (orang / badan) yang berisi keberatan dan tuntutan hak atas
tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan
harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku.
Istilah knflik berasal dari bahasa latin,  “Com” yang berarti “bersama”
dan “Fligere” yang berarti melanggar , menabrak, menemukan, memebentur.
Dengan demikian, konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu
dengan lain, kelompok dengan kelompok lain, karena beberapa alasan.
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Dalam pandangan ini, “pertikaian” menunjukkan adanya perbedaan antara
dua atau lebih indivudu, yang diekspresikan, diingat dan dialami. Konflik
dapat dirasakan, diketahui, diekspresikan melalui perilaku-perilaku
komunikasi. Konflik senantiasa berpusat pada beberapa sebab utama, tujuan
yang ingin dicapai, alokasi sumber-sumber yang dibagikan, keputusan yang
diambil, maupun perilaku setiap pihak yang terlibat. Interaksi yang disebut
komunikasi antara individu yang satu dengan yang lainnya, tak dapat
disangkal akan menimbulkan konflik dalam level yang berbeda-beda.
Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi
yang merupakan gambaran lingkungan yang dilakukan secara sadar yang
didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud
adalah lingkungan fisik maupun lingkungan social.
Menurut Nader dan Tod (dalam Ihromi 2003) hal. 225) mengungkapkan
ada tiga fase terjadinya suatu sengketa yakni :
1) Pra konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas sesorang.
2) Konflik adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui
tentang adanya perasaan tidak puas tersebut.
3) Sengketa adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan dimuka
umum atau melibatkan pihak ketiga.
Pada fase pertama mempunyai ciri monodik yaitu ada satu pihak yang
merasa diperlakukan tidak adil. Sedangkan fase kedua memiliki cirri dialik
artinya kedua pihak merasa sadar telah masuk konflik dan terakhir
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mempunyai ciri triadik atau publik, sengketa antara mereka tidak dapat
terselesaikan mereka sendiri sehingga telah mengikutsertakan pihak lain
untuk ikut menyelesaikan sengketa mereka.
Konflik atau sengketa merupakan suatu peristiwa hukum sehingga
sebabnya juga dapat dikenal dengan melihatnya melalui pandangan hukum.
Timbulnya bentuk-bentuk konflik pada umumnya disebabkan oleh berbagai
faktor yaitu :
1) Konflik data (data conflict) yakni konflik yang terjadi karena adanya
kekurangan informasi (lack ofinformation) kesalahan informasi (miss
information), adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan
interpretasi terhadap data, adanya berbeda penafsiran terhadap
prosedur.
2) Konflik kepentingan (interest conflict) bahwa dalam melaksanakan
kegiatan, setiap pihak memiliki kepentingan tanpa adanya kepentingan
para pihak tidak akan mengadakan kerjasama. Timbulnya konflik
kepentingan ada beberapa hal sebagai berikut :
a. Adanya perasaan atau tindakan yang bersaing
b. Ada kepentingan substansi dari para pihak
c. Ada kepentingan prosedural
d. Ada kepentingan psikologi
3) Konflik hubungan (relationship conflict) yakni yang terjadi karena
adanya kadar emosi yang kuat (strong emotion) adanya kesalahan
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persepsi, miskin komunikasi, (poor communication) atau kesalahan
komunikasi (miss communikasi) dan tingkah laku negatif yang
berulang-ulang (Repetitive Negative Behaviour).
4) Konflik struktur (structural conflict) ialah Konflik yang terjadi karena
adanya pola merusak perilaku atau interaksi kontrol yang tidak sama.
Kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama, adanya
kekuasaan dan kekuatan geografi, psikologi yang tidak sama atau
faktor-faktor lingkungan yang menghalangi kerjasama serta waktu
yang sedikit.
5) Konflik nilai (value conflict) ialah yang terjadi karena adanya
perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku. Adanya
perbedaan pandangan hidup ideology dan agama. Adanya penilaian
sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain.
Sedangkan Daniel Webster dalam Pickering (2001) menyatakan
bahwa konflik memeiliki definisi sebagai berikut:
a. Persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok
satu sama lain.
b. Keadaan atau perilaku yang bertentangan (misalnya: pertentangan
pendapat, kepentingan, atau pertentangan antar individu).
c. Perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, keinginan, atau tuntutan
yang bertentangan.
d. Persetujuan.
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Pada daasarnya, konflik terjadi bila suatu peristiwa terdapat dua tau
lebih pendapat atau tindakan yang dipertimbahkan. Konflik tidak harus
berarti berseteruh, meski situasi ini dapat menjadi bagian dari situasi
konflik.
Coser (Robert Lawang,1995) mendefinisikan sebagai perselisihan
mengenai nila-nilai atau tuntutan yang berkenaan dengan status sumber
kekayaan yang persediaan tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang
berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan,
melainkan juga memojokkan, merugikan dan menghancrkan lawan mereka.
Coser menegaskan bahwa perselisihan atau konflik dapat berlangsung
antara individu dengan kelompok namun intra kelompok selalu berada pada
tempat dimana individu hidup bersama.
Konflik muncul jika beberapa jika ada beberapa aktifitas yang
bertentangan yang apabila tindakan tersebut bersifat mencegah,
menghalangi, mencampuri, menyakiti membuat tindakan atau aktifitas orang
lain kurang berarti ( Deotch, 1973 dalam Majih 2001) dengan ungkapan lain
mempunyai lima penyeba:
1) Kompotisi satu pihak berupaya meraih sesuatu dengan
mengorbangkan yang lain.
2) Dominan satu pihak berupaya mengatur yang lain, sehingga merasa
haknya dibatasi dan dilanggar.
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3) Kegagalan, menyalahkan pihak tertentu bila terjadi kegagalan
pencapaian tujuan.
4) Provokasi, satu pihak sering menyinggung pihak lain.
5) Perbedaaan nilai, terdapat patokan yang berbeda dalam menetapkan
benar salahnya sesuatu.
D. PermasalahanSengketa Tanah
Sengketa pertanahan ialah proses interaksi antara dua orang atau
lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya
atau objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan
dengan tanah seperti air, tanaman, tambang juga udara yang berada dibatas
tanah yang bersangkutan.
Secara umum ada beberapa macam sifat permasalahan dari suatu
sengketa tanah antara lain :
1) Masalah yang menyangkut prioritas dapat ditetapkan sebagai
pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atau atas
tanah yang belum ada haknya.
2) Bantahan terhadap sesuatu alasan hak atau bukti perolehan yang
digunakan sebagai dasar pemberian hak.
3) Kekeliruan / kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan
peraturan yang kurang atau tidak benar.
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4) Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial
praktis.
Alasan sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dari sengketa bahwa
ada pihak yang lebih berhak dari yang lain atas tanah yang disengketakan
oleh karena itu penyelesaian sengketa hukum terhadap sengketa tanah
tersebut tergantung dari sifat permasalahannya yang diajukan dan prosesnya
akan memerlukan beberapa tahap tertentu sebelum diperoleh sesuatu
keputusan.
Diakui bahwa permasalahan tanah makin kompleks dari hari kehari
sebagai akibat meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah. Oleh karena
itu pelaksanaan dan implementasi UUPA di lapangan menjadi makin tidak
sederhana. Persaingan mendapatkan ruang (tanah) telah memicu konflik baik
secara vertikal maupun horizontal yang makin menajam.
Menurut Margono sengketa yang sering terjadi saat ini adalah:
1) Sengketa tradisional tentang warisan, keluarga dan tanah
2) Sengketa bisnis yang serta berat dengan unsur keuangan, perbankan,
peraturan Perundang-Undangan, etika dan sebagainya
3) Sengketa lingkungan yang rumit dengan masalah pembuktian ilmiah
4) Sengketa tenaga kerja yang diwarnai dengan masalah hak asasi,
reputasi, Negara dan perhatian masyarakat tradisional.
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Sedangkan Secara yuridis Boedi Harsono dalam bukunya Arie Sukanti
Hutagalung, lebih lanjut memperinci masalah tanah yang dapat
disengketakan yang terdiri dari :
1. Sengketa mengenai bidang mana yang dimaksud
2. Sengketa mengenai batas-batas bidang tanah
3. Sengketa mengenai luas bidang tanah
4. Sengketa mengenai status tanahnya: tanah negara atau tanah hak
5. Sengketa mengenai pemegang haknya
6. Sengketa mengenai hak yang membebaninya
7. Sengketa mengenai pemindahan haknya.
Meski demikian perlu disadari bahwa sengketa pertanahan bukanlah
hal baru. Namun dimensi sengketa makin terasa meluas di masa kini. Tanah
dalam perkembangannya juga telah memiliki nilai baru, bilamana tidak saja
dipandang sebagai alat produksi semata melainkan sebagai alat untuk
berspekulasi (ekonomi) tanah telah menjadi barang dagangan dimana
transaksi ekonomi berlangsung dengan pengharapan akan margin
perdagangan komoditas yang dipertukarkan itu.
E. Macam-Macam Cara Penyelesaian Sengketa Pertanahan
Prosedur penyelesaian sengketa hukum atas tanah belum diatur
secara konkrit seperti halnya mekanisme permohonan hak atas tanah. Oleh
karena itu penyelesaian kasus tidak dilakukan dengan cara penyelesaian
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yang seragam, tetapi dari pengalaman cara penanganan yang ada telah
kelihatan melembaga walaupun masih samar-samar. Demikian pula bila ada
anggota masyarakat yang terlibat pertikaian diupayakan dapat selesai secara
musyawarah atau dibantu penyelesaiannya oleh para orang tua atau yang
dituakan, tokoh masyarakat, tokoh adat untuk mencari jalan keluar dengan
menekankan nilai-nilai luhur tersebut diatas. Kendatipun cara-cara demikian
sedikit demi sedikit mengalami erosi akan tetapi cara-cara demikian masih
ada yang tetap berlangsung hingga sekarang.
Bentuk suatu penyelesaian sengketa merupakan serangkaian aktivitas
yang diperlukan oleh para pihak yang bersengketa dengan menggunakan
strategi untuk menyelesaikannya. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat
muncul dalam berbagai bentuk. Secara umum media penyelesaian sengketa
yang tersedia dapat digolongkan dalam dua bentuk yaitu melalui pengadilan
dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau sering disebut sebagai
alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution / ADR). ADR
merupakan sebuah pengertian konsep penyelesaian konflik atau sengketa
yang kooperatife yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi
terhadap konflik atau sengketa yang bersifat win-win solution (menang).
Selain itu Nader dan Todd dalam bukunya Dispute Process In Ten
Societies mengemukakan cara-cara untuk menyelesaikan sengketa :
1) Membiarkan saja (Lumping it) Mengabaikan saja persengketaan
tersebut dan menganggap tidak perlu diperpanjang.
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2) Mengelak (Avoidance) Pihak yang merasa dirugikan memilih untuk
tidak berhubungan lagi dengan pihak yang merugikan.
3) Paksaan (Coercion) Suatu pihak memaksakan pemecahan pada pihak
lain.
4) Perundingan (Negotiation) Dua pihak yang berhadapan merupakan
para pengambil keputusan.
5) Mediasi (Mediation) yakni Ada pihak yang ketiga yang membantu
kedua belah pihak yang berselisih untuk menemukan kompromi.
6) Arbitrase (Arbitration) bahwa Kedua belah pihak meminta pihak ketiga
yakni Arbitrator / Arbiter untuk menyelesaikan sengketa dan sejak
semula sepakat akan menerima keputusan apapun dari arbitrator
tersebut.
7. Peradilan(Ajudication) dimana pihak ketiga yang mempunyai
wewenang untuk mencampuri masalah (vonis dan eksekusi) terlepas
dari keinginan para pihak. Bertitik tolak dari pendapat Nadder dan Tod
tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua sengketa dapat
diselesaikan dengan satu jenis pemecahan. Bentuk-bentuk
penyelesaian sengketa dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok utama
yakni dilakukan oleh satu pihak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang
bersengketa saja dan yang melibatkan pihak ketiga.
Bentuk penyelesaian sengketa lainnya yang dilakukan oleh pihak-
pihak yang bersengketa adalah negosiasi. Penyelesaian sengketa model ini
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disebut penyelesaian untuk menghasilkan suatu keputusan atau kesepakatan
tanpa campur tangan atau bantuan pihak ketiga. Biasanya penyelesaian
model ini tidak berdasarkan peraturan yang ada melainkan berdasarkan
aturan yang mereka buat sendiri.
Sedangkan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga
meliputi penyelesaian yang berbentuk ajudikasi, arbitrase dan mediasi.
Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ini mempunyai persamaan dan
perbedaan. Persamaannya adalah bahwa ketiga bentuk penyelesaian ini
bersifat triadic karena melibatkan pihak ketiga.
Sedangkan perbedaannya adalah sebagai ajudikasi merupakan
penyelesaian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mempunyai wewenang
untuk campur tangan dan ia dapat melaksanakan keputusan yang telah
ditentukan tanpa memperhatikan apa yang menjadi kehendak para pihak.
Berbeda dengan ajudikasi, arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang
dilakukan pihak ketiga dan keputusannya disetujui oleh pihak pihak yang
bersengketa.
Menurut Th. Sumarthana bahwa upaya-upaya penyelesaian konflik
sosial sebagai berikut:
1) Perlu dilahirkkan pradigma baru tentang SARA yang lebih realistis dan
apresiasi SARA itu sendiri. Yaitu politik SARA yang lebih terbuka.
2) Perlu digiatkan dialog komunikasi yang lahir dari inisiatif dari bawah.
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3) Menindak lanjuti dialog pada tingkat elit dan tingkat gagasan maka di
perlukan kerjasama praktis pada tingkat bawah. Dalam hala ini
orientasi agama harus diarahkan ke bawah dan, mengajar agar
umatnya lebih mampu manghargai pluralism.
Secara garis besarnya terdapat dua cara untuk menyelesaikan konflik
sosial yaitu:
1) Jalan atas atau jalan formal, dalam ari  menggunakan instrument
hukum yang ada.
2) Jalan bawah atau jalan informal, dalam arti menggunakan
mekanisme yang hidup dalam masyarakat.
Jalan pertama mempunyai beberapa syarat
- Adanya instrument hukum yang dapat dijadikan sebagai alat
untuk penyelenggaraan proses penyelesaian.
- Lembaga peradilan yang memiliki  kredibilitas.
- Pelaksanaan atau penegakan hukum yang tidak diragukan
integritasnya.
Demikian pula dengan jalan kedua  juga mempunyai beberapa syarat :
- Adanya kesedian damai dari pihak-pihak  yang bertikai.
- Otoritas informal yang dijadikan rujukan atau kekuatan untuk
melerai pihak-pihak yang berkonflik/senketa.
- Adanya kesediaan berbagai pihak untuk membuka pintu dialog,
sehingga memungkingkan  adanya saling pengertian. Cara ini
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dapat dilakukan bila ada perubahan atau transformasi
kesadaran  sehingga skema baru dalam relasi saling
memungkinkan dan terjadinya proses pemberdayaan
kelembagaan lokal, sehingga institusi lokal dapat dijadikan
sandaran wahan  dalam menyelesaikan persoalan dari pihak-
pihak yang bertikai. (A. Munir Mulkhan dkk, 2000)
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BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Letak Geografis
Desa Mojong terletak di Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten
Sidenreng Rappang. Kecamatan Watang Sidenreng terletak di Kelurahan
Empagae  yang memiliki luas wilayah 120,81 Km², dengan koordinat
Geografis berada pada 3°55'39''LS dan 119°51'31''BT.
Desa Mojong berjarak ke Ibukota Kecamatan 3,85 km, jarak ke ibukota
kabupaten 10,85 km. Kecematan Watang Sidenreng terdiri dari 8
Desa/kelurahan yaitu, Keluruhan Sidenreng, Desa mojong, Desa Damai,
Kelurahan Empagae, Kelurahan Kanyuara, Desa Talumae, Desa Aka-akae,
dan Desa Talawe.  Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
 Sebelah Utara Desa Talumae
 Sebelah Timur kel. Ponrangae
 Sebelah Selatan Danau Sidenreng
 Sebelah Barat Kel. Empagae
Jalan yang menghubungkan Kecamatan Watang Sidenreng dengan
kecamatan lainnya sudah cukup memadai, dengan adanya jalan aspal arus
transportasi darat berjalan lancar. Demikian juga dengan jalan-jalan yang
menghubungkan antar kelurahan, sebagian besar merupakan jalan aspal
dan jalanan berbatu walaupun demikian kondisinya sudah cukup bagus baik.
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Pembentukan jenis tanah dipengaruhi oleh iklim, bahan induk,
keadaan tofografi dan sangat ditentukan oleh bahan induk lapisan
dibawahnya. Berdasarkan peta tinjauan tanah yang dikeluarkan oleh
lembaga penelitian bogor tahun 1966, maka jenis tanah yang ada di
kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari alluvial, regosol, grumusol,
mediteran dan pedsolit.
Sumber daya alam berupa tanah dan tambang yang terkandung di
dalam tanah sangat dipengaruhi oleh struktur batuan dan proses geologi
yang terjadi. Berdasarkan pengamatan peta geologi yang dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Geologi dan Pertambangan 1977, maka di Kabupaten
Sidenreng Rappang terdapat beberapa peristiwa geologi. Peristiwa geologi
yang ada dan mempunyai luasan yang paling luas adalah Alluvium dan
Endapan Pantai (Qac) yang mencapai 29,86 % dari luas Kabupaten
Sidenreng Rappang, kemudian peristiwa geologi batuan Gn Api besifat
Basah (TPv) seluas 38.788 Ha (20,60%), Mulosa Sulawesi Sorasin (Tcm)
seluas 30.638 Ha.
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B. Luas Wilayah dan Penggunaan Lahan
Desa Mojong memiliki luas 18,11 M , yang dipergunakan untuk
berbagai peruntukan. Adapun penggunaan lahan pada daerah ini
sebagaimana yang terlihat pada table 1:
Tabel 1.Luas Wilayah  Menurut Penggunaan Di Desa Mojong
Tahun 2012
No Jenis Penggunaan Luas Ha/
1. Pemukiman 105 Ha/M
2 Persawahan 893,06 Ha/M
3 Perkebunan 357 Ha/M
4 Pekuburan 1,50Ha/M
4 Pekarangan - Ha/M
5 Taman - Ha/M
6 Perkantoran 0,45Ha/M
7 Luas prasarana umum lainnya 425,24 Ha/M
Jumlah 1782,25 Ha/M
Sumber : Data Profil Desa mojong 2012
Dari tabel 1. dilihat bahwa lahan terluas adalah persawahan, yaitu
seluas 893,06 Ha/M , sedangkan luas lahan terkecil dipergunakan untuk
perkantoran desa. Yaitu seluas 0,45 Ha/M . Adapun lahan perkebunan
dengan luas  357 Ha/M digunakan untuk perkebunan coklat, jagung, kacang
panajang, dan lain-lain. berkebun sebagai usaha sampingan dari padi sawah,
yang mereka usahakan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri.
Jenis tanah di Desa Mojong termasuk dalam tanah regosol dan mediteran.
Tanah dengan jenis ini sangat cocok untuk sektor pertanian dan perkebunan.
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C. Iklim
Iklim di Desa Mojong cocok untuk pertanian padi sawah, di desa ini
dikenal dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan di
mulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli, sedangkan musim
kemarau dimulai pada bulan oktober hingga February. Dengan curah hujan di
atas 2000 mm/tahun.
Desa mojong mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82°C –
27,68°C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman
pangan dan tanaman perkebunan. Klasifikasi iklim di Desa Mojong termasuk
iklim lembab atau agak basah. di Desa Mojong khususnya di bidang
pertanian cukup memadai, ini disebabkan oleh kondisi tanah pertaniaan
yang sangat subur dengan adanya aliran irigasi dari sungai Saddang yang
berasal dari kabupaten Pinrang, sehingga hasil pertanian khususnya padi
cukup melimpah.Untuk tanaman padi masyarakat tidak hanya mengandalkan
sawah tadah hujan tapi dengan adanya pengairan atau irigasi, baik irigasi
secara teknis maupun irigasi non teknis, yang bagus dan bisa untuk
memenuhi semua sawah yang ada di Desa Mojong. Sehingga walaupun
tidak ada hujan petani bisa menanam padi dan dalam satu tahun paling
sedikit dua kali panen.
Sebagai sumber daya pengembangan, subsektor pertanian memiliki
peran yang sangat besar dalam berbagai aspek: ekonomi, ekologi, dan
sosial. Pada aspek ekonomi, sektor pertanian dapat meningkatkan
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pendapatan masyarakat dan daerah, yang berimplikasi pada aspek sosial
(social security). Adapun pada aspek ekologi, sektor ini berperan besar
dalam menjamin keseimbangan lingkungan hidup yang juga berdampak pada
aspek sosial pembangunan (social change).
D. Keadaan Penduduk
Kecamatan Watang Sidenreng dihuni oleh sebagian besar
masyarakatnya suku Bugis, selebihnya merupakan pendatang dari suku
Makassar, Toraja dan suku Jawa. Desa Mojong dengan luas area 18,11 km²
memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Dalam kecamatan Watang
Sidenreng tampak bahwa jumlah penduduk desa Mojong lebih besar
dibandingkan dengan desa-desa lainnya baik laki-laki maupun perempuan. Di
Desa Mojong pada tahun 2011 penduduk berjumlah 3.414 jiwa dengan
jumlah penduduk laki-laki 1693 jiwa dan perempuan 1.721 jiwa. Pada tahun
2012 jumlah penduduk di Desa Mojong  yaitu 3.514 jiwa yang terdiri dari laki-
laki sebesar 1733 jiwa dan perempuan sebesar 1.782 jiwa. Apabila dirata-
ratakan maka laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,01% per tahun. Jumlah
penduduk tersebut terbagi dalam 967 kepala keluarga. Jumlah penduduk di
kecamatan Watang Sidenreng terbesar setelah desa Mojong adalah desa
Kanyuara sebesar 3.376 jiwa. Sedangkan desa Damai dengan luas area
terbesar di kecamatan Watang Sidenreng, yaitu seluas 30,25 km² hanya
memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.382 jiwa. Namun jika dibandingkan
dengan luasnya, desa dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi terletak
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di kelurahan Kanyuara sebesar 269 per km² disusul kelurahan EmpagaE
sebesar 267 orang per km² dan desa Mojong berada di urutan ke tiga
sebesar 189 orang per km².
Perkembangan penduduk di Desa Mojong tahun 2007-2012 dapat
dilihat pada table berikut:
Tabel 2.
Pertumbuhan Penduduk
Di Desa Mojong Tahun 2007-2012
Tahun Pertumbuhan Penduduk
2007 3.608
2008 3.638
2009 3.663
2010 3.416
2011 3.421
2012 3.515
Sumber : Data Profil Desa mojong 2012
E. Mata Pencaharian
Di Kecamatan Watang Sidenreng jumlah tenaga kerja terbesar berada
pada lapangan usaha pertanian kurang lebih 5.720 orang, disusul
perkebunan 1.365 orang, pemerintahan/jasa-jasa 473 orang, perdagangan
412 orang, pengangkutan dan komunikasi 304 orang dan peternakan 254
orang. Di desa Mojong adalah desa dengan penduduk terbanyak di wilayah
Pertanian dan Nelayan, oleh karna itu sebagian besar penduduknya bermata
pencaharian Petani. Sebagaimana masyarakatnya ada yang merantau, tetapi
ada juga yang bekerja sebagai pegawai negri, buruh bangunan, dan lain
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sebagainya. Berikut perbandingan persentase jenis mata pencaharian
penduduk.:
Tabel 3.
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Di Desa MojongTahun
2012
Mata Pencaharian Jumlah (jiwa) Persentase (%)
Petani 7.39 71,96
Pedagang 43 7
Pegawai negri sipil 24 3,93
Nelayan 15 2,45
Peternak 43 7
Buruh bangunan 12 1,96
Pengusaha besar/sedang 34 5,57
Jumlah 3414 100
Sumber: Data profil Desa mojong
Dapat diketahui bahwa sektor petani merupakan mata pencaharian
terbesar di Kecamatan watang Sidenreng dengan persentase sebanyak 3500
atau sekitar 64,12%, diikuti oleh perkebunan sebanyak 1083 atau sikitar
19,85%. Jumlah persentase terkeil adalah mata pencaharian di Kecamatan
Watang sidenreng yaitu listrik dan air minum sebanyak 3 jiwa (0,05%).
Untuk mendukung aktivitas jual beli masyarakat di desa mojong
terdapat pasar.
F. Kondisi Sosial Budaya
1. Sistem Kepercayaan dan Agama
Masyarakat Kecamatan Watang Sidenreng sebahagian besar
beragama Islam. Informasi ini didapatkan dari data Kantor Urusan Agama
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Kecamatan Watang Sidenreng, jumlah penduduk pada tahun 2009
sebanyak 17.377 jiwa, sebanyak 13.996 jiwa penduduk Kecamatan
Watang Sidenreng beragama Islam, sebanyak 12 jiwa penduduk
Kecamatan Watang Sidenreng beragama Kristen protestan, sebanyak
3.378  jiwa penduduk Kecamatan Watang Sidenreng beragama hindu.
Melihat sebahagian besar penduduk Kecamatan Watang
Sidenreng merupakan pemeluk agama Islam, maka kerjasama antar
masyarakat sangat mudah dilakukan. Sosialisasi sangat mudah dilakukan
melalui tempat-tempat ibadah yang ada. Oleh karena itu, jumlah tempat
ibadah sangat mendukung dalam proses penyampaian informasi kepada
masyarakat. Adapun jumlah sarana ibadah Kecamatan Watang Sidenreng
yaitu mesjid sebanyak 20 unit, surau atau langgar 1 unit, sedangkan
tempat ibadah agama lain di Kecamatan Watang Sidenreng tidak ada
sama sekali (Sumber: KUA Kec. Watang Sidenreng, 2011).
Untuk mendukung aktivitas beragama masyarakat desa Mojong,
diadakan sarana keagamaan sebanyak 4 buah masjid.
2. Pendidikan
Tingkat pendidikan penduduk dapat digunakan untuk melihat
kemampuan seseorang, misalnya saja dalam menyerap berbagai
pengetahuan. Tingkat pendidikan seseorang juga berpengaruh terhadap
pola pikir dan cara bertindak. Misalnya, kemampuan mengolah dan
memanfaatkan hasil usahatani dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dari
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petani itu sendiri. Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan dapat
dilihat pada table berikut:
Table 4.
Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Di Desa Mojong
Kabupaten sidenreng rappang Tahun 2012
Tingkat pendidikan Jumlah (jiwa) Persentase (%)
Belum sekolah 125 1,2
Tidak tamat SD 1.98 9,55
Sedang/tamat SD 1500 47,61
Sedang/tamat SLTP 778 13,41
Sedang/tamat SLTA 4.39 6,7
Sedang/tamat(D1,D2,D3) 14 0,67
Sedang/tamat(S1,S2,S3) 24 0,77
Buta huruf 4.16 20
Jumlah 3414 100
Sumber: Data profil Desa Mojong
Berdasarkan data pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa penduduk
yang sedang/tamat SD sebanyak 9,55 persen, sedang/tamat SLTP
13,41 persen, sedang/tamat SLTA 6,7 persen, sedang/tamat akademi
0,67 persen, dan sedang/tamat perguruan tinggi (S1, S2, S3) 0,77
persen. Hal ini menunjukkan penduduk telah menganggap penting arti
pendidikan. Sebagian besar penduduk Desa Mojong telah mengenyam
pendidikan, ini berarti tingkat pendidikan di Desa Mojong berada pada
kondisi yang baik, meskipun terdapat 20 persen penduduk yang buta
huruf dan 9,55 persen penduduk yang tidak tamat sekolah. Penduduk
yang tidak tamat sekolah tersebut tetap termasuk dalam penduduk yang
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telah mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Banyaknya penduduk
yang tidak tamat sekolah ini disebabkan karena usia mereka telah lanjut,
dimana dahulu sekolah itu terbatas, kekurangan dana untuk bersekolah,
dan kesadaran akan pendidikan yang kurang.
Keadaan tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Watang
Sidenreng cukup beragam, ada tamatan SD, SLTP, SMU dan ada juga
yang sampai tingkat perguruan tinggi. Keadaan social budaya
masyarakat Kecamatan Watang Sidenreng dipengaruhi oleh tingkat
pendidikan  masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari pola pikir dan
wawasan masyarakat sangat dipengaruhi sejauh mana pengetahuan
masyarakat terhadap suatu masalah. Oleh karena itu,  pendidikan sangat
penting bagi kemajuan kehidupan suatu bangsa baik melalui jalur formal
maupun non formal.
Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan
berpotensi harus didukung  ole fasilitas atau sarana dan prasarana yang
ada di Kecamatan Watang Sidenreng antara lain sekolah Taman Kanak-
kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.  Diketahui
bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Watang Sidenreng
belum memadai karena sarana dan prasarana pendidikan pada
umumnya hanya pada tingkat SLTP/sederajat. memadai serta akan
mendukung proses pemahaman dan tingkat kesadaran masyarakat
dalam  proses implementasi  dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hal
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ini dapat membantu pemerintah baik melalui saran ataupun kritikan dari
masyarakat sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam
pembangunan.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Bentuk/Wujud Sengketa Tanah yang Terjadi di Mojong
Masyarakat Mojong, kecematan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap
merupakan masyarakat yang masih hidup dalam lingkaran kebudayaan dan
adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan.
Tanah merupakan wadah untuk mencari dan mempertahankan
kebelangsungan hidupnya. Pentingnya arti tanah dalam masyarakat Sidrap
menyebakan seringnya terjadi kesalahpahaman yang ujung-ujungnya terjadi
persengketaan.
Akhir-akhir ini tanah memilki peranan penting dalam kehidupan
masyrakat Mojong, karena bernilai ekonomis. Pentingnya arti tanah tersebut
kemudian menimbulkan masalah pertanahan  yang akhir-akhir ini menjadi
masalah yang kita jumpai dimana-mana khususnya di Desa Mojong.
Sebelumnya masalah tanah telah terjadi jauh sebelum  adanya kemajuan di
wilayah di Kabupaten Sidrap, misalnya saja persengketaan tanah kekuasaan
yang hingga sekarang masih bisa kita jumpai di daerah pelosok-pelosok
Kabupaten Sidrap.
Persengketaan sering timbul, kareana pada umumnya masyarakat
belum mengetahui sebab-sebab timbulnya sengketa. Demikian pula bahwa
luas tanah tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang membutuhkan
56
tanah untuk tempat tinggal dan tempat mencari nafkah atau kebutuhan
lainnya, yang mengakibatkan nilai atas tanah menjadi tinggi. Sehingga hak
atas tanah dapat menimbulkan sengketa.
1. Sengketa Tanah Antara Bapak dan Anak
MADEING (penggugat) umur 50 tahun, pekerjaan Jual campuran,
bertempat tinggal di Bendoro, Desa Talumae, kabupaten sidrap. Melawan
NURDIN(tergugat I)  Bin MADEING, umur 34 tahun, pekerjaan wiraswasta ,
bertempat tinggal di Lancirang, Desa Sumpang Mango, kecematan pitu
Riawa, kabupaten Sidrap. Dan MUSLIMIN (tergugat II), umur 44 tahun,
pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di Bendoro, Desa MOJONG ,
kecematan Watang sidenreng , kabupaten Sidrap.
a. Penuturan Madeing (penggugat) :
Permaslahan yang terjadi antara Bapak dan Anak yaitu Madeing Bin
Lasiata melawan  Nurding bin madeing, Bahwa objek sengketa dalam
perkara ini adalah tanah perumahan milik/kepunyaan penggugat(Madeing)
yang terletak di Desa Mojong Kecematan Watang sidenreng yang tercatat
pada Nomor Blok SPPT. 002-0035 luas 3 are dengan batas-batas sebagai
berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Poros Sengkang;
- Sebelah Timur : Tanah Perumahan La Bellong;
- Sebelah Selatan : Tanah Perumahan H. Hambaling;
- Sebelah selatan : Jalan lingkungan;
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Bahwa Penggugat (Madeing) sebelum menikah dengan perempuan
Undung  pada tahun1979,  Penggugat (Madeing) Telah memperoleh tanah
perumahan tersebut dengan cara membelinya dari Latere bin landago,
setelah terjadi transaksi  jual beli tanah perumahan antara Madeing dengan
pemilik tanah lelaki La tere bin landago, maka madeing memangun rumah
panggung diatas tanah objek  sengketa dan hidup bersama dengan istrinya
yang bernama Undung hingga  dikarunia 2 (dua) orang anak  yaitu Nurding
dan Masri dan pada tahun  1982 perempuan Undung atau istri dari Madeing
meninggal dunia namun madeing dan anak-anaknya masih tetap tinggal
dirumah panggung miliknya tersebut hingga pada tahun 1986 Madeing
menikah lagi dengan perempuan Isaleha, saat itu Nurdin (tergugat) diasuh
oleh neneknya ( orang tua perempuang undung) sedangkang anak kedua
Masri tetap diasuh oleh Madeing, sekitar tahun 1990 madeing pergi merantau
ke palopo, palu dan samarindah namun selama dalam perantauan madeing
tetap melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua dengan memberikan
kiriman uang kepada anak-anaknya termasuk kepada Nurding (tergugat),
Dan pada saat penggugat meninggalkan kampung halamannya untuk
merantau, penggugat belum pernah membagi atau menyerahkan harta
miliknya termasuk rumah dan tanah perumahan yang saat ini menjadi objek
sengketa kepada anaknya Nurdin (tergugat).
Bahwa entah dengan alasan apa atau dasar apa Nurdin (tergugat)
melakukan transaksi jual beli dengan Muslimin dan menjadikan tanah milik
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Penggugat tersebut sebagai objek jual belinya bahkan orang yang
membelinya telah membangun sebuah rumah diatas tanah objek sengketa
tanpa sepengetahuan/ijin dari Penggugat. Tindakan-tindakan yang telah
dilakukan oleh para tergugat tersebut jelas merupakan melawan hukum dan
penggugat telah berkali-kali melakukan pemberitahuan dan peringatan-
peringatan kepada para tergugat dengan harapan agar tergugat segera
menyerhkan tanah objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan
kosong  sempurnah seperti sedia kalah, namun semua upaya itu tetap sia-sia
nyatanya sampai dengan gugutan ini diajukan, para tergugat sama sekali
tidak mempunyai itikad baik untuk mau menyerahkan objek sengketa kepada
penggugat. Dan para tergugat tetap saja mengklaim bahwa tanah objek
sengketa tersebut bukan milik penggugat.
b. Penuturan Nurdin (tergugat)
Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah perumahan
millik tergugat (Nurdin) yang diperoleh sebagai harta warisan dari ibu(Alm.
Undung) sebelum dijual kepada tergugat II (muslimin)  dengan batas-batas
sebagai berikut:
Sebelah Utara : jl. Poros sengkang
Sebelah Timur : Tanah Labellong
Sebelah Selatan : Tanah H. Hambali
Sebelah Barat : Jl. Lingkung
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Semasa hidupnya ibu tergugat I bersama suaminya Madeing
(penggugat)  hidup rukun dan mempunyai harta bersama berupa satu buah
pabrik penggilingan gabah/padi dan dua lokasi perumahan, masing-masing
dengan luas sekitar 3 are untuk lokasi perumahan, Namun sepeninggal ibu
tergugat I (satu), maka salah satu harta gono-gini  yang berupa pabrik seperti
tersebut diatas, dijua oleh Madeing (penggugat). Jadi tidak benar jika
penggugat mendalilkan atau menjas bahwa objek sengketa diperoleh
sebelum kawin dengan ibu tergugat I (satu). Yang benar objek sengeketa
tersebut diperoleh setelah kawin dengan ibu tergugat I (satu).
Setelah tergugat I (satu) sudah berkeluarga dan membuka usaha
sendiri dengan dagang sayur-sayuran maka tergugat I (satu) butuh dana
untuk penambahan modal kerja, maka tergugat I (satu) berkonsultasi dengan
nenek Tergugat guna mencariakan/mendapatkan modal usaha, tapi karena
nenek juga mempunyai dana yang terbatas, sehingga nenek tunjukkan
bahwa jual saja tanah perumahan milikmu. Sedangkan Ibu tergugat I (satu)
telah meninggal Pada tanggal 18 Agustus 1981, maka tergugat I (satu)
diasuh oleh Nenek(orang tua ibu tergugat I) sampai dewasa bahkan sampai
berkelurga, tanpa pernah sedikitpun medapatkan yang namanya biaya hidup
dari seorang ayah, apalagi kasih sayang. Tergugat ingin menyampaikan
maksud dan tujuan ingin menjual objek sengeketa tanah kepada
ayah/penggugat (madeing)  namun tidak ada kabar dan tergugat mencari
surat-surat tanahnya atau sertifikat tidak ada, yang hanya berupa SPPT/PBB
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atas nama Nurdin bin Undung dengan Nomor Blok SPPT, 002-0035 luas 3
are dengan batas-batas sebgai berikut:
Sebelah Utara : jl. Poros sengkang
Sebelah Timur : Tanah Labellong
Sebelah Selatan : Tanah H. Hambali
Sebelah Barat : Jl. Lingkung
Sehingga tergugat I (satu) yakin bahwa objek sengketa tersebut betul-
betul bagian atau kepunyaan tergugat I (satu), maka ia menjualnya kepada
orang laian untuk menambah modal kerjanya.
a). Saksi Yang di ajukan oleh Penggugat (Madeing)
1. Latere Bin Ladago
Keterangannya mengatakan sengketa dalam perkara ini adalah sengketa
tanah perumahan yang luasnya 4 are, letaknya objek sengketa berada di
bendoro , desa Mojong, kecematan Tidak tahu, kabupaten sidrap. Dan
batas-batas objek sengketa adalah
Sebelah utara : jalan poros
Sebelah timur : tanah milik La Mamma
Sebelah selatan : tanah milik Ambo Iccang
Sebelah Barat : Jalan Setapak
Tanah objek sengketa tersebut sekarang di kuasai oleh Madeing(
penggugat) dan tanah tersebut di beli oleh Madeing dari saksi, dan saksi
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tidak ingat lagi tahun berapa madeing membeli tanah objek sengketa
tersebut karena sudah lama, madeing membeli tanah tersebut dengan
harga Rp. 200.000( dua ratus ribuh rupiah) atau dengan harga (2 ton
Gabah), saksi juga tidak ingat apakah pada waktu Madeing membeli tanah
tersebut mempunyai surat-surat dan sakasi tidak mengetahui lagi, apa
yang di buat diatas tanah tersebut setelah Madeing membelinya, saksi
juga tidak mengetahui nama istri Madeing serta nama anak-anaknya dan
tidak mengetahui pula kalau anak dari Madeing pernah menjual tanah
objek sengketa tersebut ke orang lain, karena setelah tanah objek
sengketa tersebut dijual kepada Madeing saksi menetap dan bertempat
tinggal di Empagae, kabupaten sidrap.
2. Lanosi bin La towo
Keterangannya mengatakan yang menjadi sengketa dalam perkara ini
adalah sengeketa tanah perumahan yang luasnya 3 are, letak obejek
sengketa berada di bendoro, desa Mojong, kecematan watang sidenreng,
kabupaten sidrap dengan batas-batasa sebagai berikut:
Sebelah utara : jalan Poros sengkang
Sebelah Timur : Tanah milik La Bellong
Sebelah selatan : Tanah milik H. Hambaling
Sebelah Barat : Jalan Setapak
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Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah objek
sengketa tersebut sekarang ini, akan tetapi diatas tanah tersebut terdapat
bengkel, saksi tidak mengetahui kalau Muslimin (tergugat II)  yang
mempunyai bengekel tersebut, karena sebelumnya objek sengketa
tersebut di kuasai oleh Madeing, Madeing memperoleh tanah tersebut
karena di belikan oleh ibunya. namanya Wa. Ngara, dia membeli tanah
tersebut dari La Tere, saksi tidak mengetahui tahun berapa Wa. Ngara
membelinya tanah tersebut dari La Tere karena sudah lama, pada waktu
itu Madeing ( penggugat) belum menikah. Setelah tanah objek sengketa
tersebut dibeli, tanah tersebut langsung dikuasai oleh Madeing.dan
membangun rumah panggung di atas tanah tersebut.
- Bahwa nama istri  dari madeing  adalah I LUNDU
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama anak-anak dari Madeing dengan
I LUNDU, karena sebelum Madeing  menikah dengan I LUNDU saksi
pergi merantau, saksi pulang dari rantauannya ke kampung halaman
4 (empat) kali panen atau 2 (dua) tahun sekali, saksi tidak
mengetahui peralihan tanah objek sengketa tersebut dari Madeing  ke
yang punya Bengkel. Saksi tidak mengetahui kalau objek sengketa
tersebut bermasalah sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak
pernah di jual oleh Madeing, Menurut informasi yang saya dengar,
kalau yang menjual tanah tersebut adalah anaknya Madeing yaitu
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NURDIN (tergugat), saksi tidak mengetahui kepada siapa tanah objek
tersebut dijual.
b). Saksi yang di ajukan oleh NURDIN (tergugat)
1. ISAMI Bin La SIRI
Keterangannya mengatakan bahwa yang menjadi sengketa tanah
dalam perkara ini adalah sengketa tanah perumahan yang luasnya 4 are,
letak objek sengketa berada di Bendoro, Desa MOJONG, Kecematan
Watang sidenreng, kabupaten sidrap. Dengan batas-batas sebagai
berikut:
Sebelah Utara : Saluran air
Sebela Timur : Tanah milik H. Hambaling
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Hambaling
Sebelah Barat : Jalan Setapak
Yang menguasai tanah objek sengketa tersebut sekarang ini
adalah MUSLIMIN( tergugat II) dia memperoleh tanah objek sengketa
tersebut dengan cara membelinya,dari NURDIN (tergugat I) pada tahun
2011, MUSLIMIN membeli tanah objek sengketa tersebut dengan harga
Rp. 20.000.000 (dua Puluh Juta Rupiah) saksi tidak melihat terjadinya
transaksi jual beli tersebut. saksi tidak mengetahui apa sebabnya
NURDIN menjual tanah objek sengketa tersebut.
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Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik UNDUNG(ibu
Nurdin) dan MADEING (ayah nurdin)  UNDUNG dan MADEING  adalah
suami istri. Saksi mengetahui dalam hubungan UNDUNG dan MADEING
sebagai suami istri mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu; NURDIN, ACO,
dan ada anak perempuan yang saksi tidak ketahui namanya, akan tetapi
sudah meninggal dunia.
Bahwa sebelum tanah objek sengketa tersebut dijual kepada
MUSLIMIN, tanah tersebut tidak ada yang kuasai dan dalam keadaan
kosong sejak tahun 1981, setelah UNDUNG meninggal dunia, saksi tidak
mengetahui MADEING tinggal dimana, dan beristri lagi tahun berapa,
sewaktu UNDUNG meninggal dunia, MADEING tidak mengurus anaknya
lagi, sehingga anak-anaknya tinggal bersama tantenya, dan saksi juga
tidak mengetahui apakah MADEING pernah mengirimkan uang kepada
anak-anaknya sewaktu MADEING menikah lagi.
2. La Cambang Bin Lamaje
Keterangannya mengatakan yang menjadi sengketa dalam perkara
ini adalah sengketa tanah perumahan yang luasanya 4 are letak obje
sengketa berada di bendoro, Desa Mojong, Dulu Kecematan
Maritengngae, kabupaten sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Jalan Poros
Sebelah Timur : Saya tidak tahu siapa yang Punya
Sebelah Selatan : Saya tidak tahu siapa yang punya
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Sebelah Barat : Jalan setapak
Bahwa yang mengusai tanah objek sengketa tersebut sekarang ini
adalah MUSLIMIN, dia memperoleh tanah objek sengketa tersebut
dengan cara membelinya dari NURDIN pada tahun 2010 dengan harga
Rp. 20.000.000 (dua puluh Juta rupiah) yang saksi ketahui tanah objek
sengketa tersebut sebelumnya dikuasai oleh NURDIN, karena NURDIN
sendiri yang membayar pajaknya, sebelum NURDIN menguasai tanah
tersebut terlebih dahulu di kuasai oleh LA TERE, karena tanah objek
sengketa tersebut dulunya di beli oleh MADEING dari LA TERE, saksi
tidak memgetahui tahun berapa MADEING membelinya dari LA
TERE.saksi tidak mengetahui kalau MADEING pernah memberikan tanah
objek sengketa kepada NURDIN, sewaktu MADEING membeli tanah
objek sengketa tersebut MADEING sudah menikah dengan UNDUNG,
tanah objek tersebut tidak pernah dihibahkan atau diberikan oleh
MADEING atau UNDUNG kepada NURDIN,  UNDUNG dan MADEING
mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu NURDIN, ACO, dan 1 anak
perempuan yang saksi tidak ketahui namanya, akan tetapi sudah
meningngal dunia.
Semenjak meninggalnya UNDUNG, MADEING meninggalkan
tanah objek sengketa tersebut sehingga NURDIN yang selalu membayar
pajak tanah objek sengeketa tersebut dan menetap dirumah saksi
bersama adeknya yaitu ACO,E, mereka tinggal di rumah saksi karena
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UNDUNG (istri madeing) bersaudara kandung dengan istri saksi, NURDIN
dan ACO,E dipelihara sama tantenya semenjak MADEING pergi
merantau sejak meninggalnya UNDUNG (istrinya). Dan seluruh biayah
yang berhubungan dengan anak-anaknya MADEING ditanggung oleh
saksi/tantenya, karena MADEING tidak pernah memberikan/mengirimkan
uang belanja kepada anak-anaknya selama ia pergi merantau dan selama
perantauannya MADEING, tidak pernah menjenguk anak-anaknya, saksi
tidak mengetahui berapa umur NURDIN sewaktu tinggal bersama saksi
akan  tetapi NURDIN masih kecil waktu itu masih belajar jalan, sebelum
UNDUNG meninggal dunia, mereka bersama anak-anaknya tinggal di
rumah yang berada diatas tanah objek sengketa tersebut, dan setelah
UNDUNG meninggal dunia, rumah diatas tanah objek sengketa tersebut
dalam keadaan kosong, sejak tahun 1981, tanah objek sengketa tersebut
dalam keadaan kosong, akan tetapi saksi tidak mengetahui sampai tahun
berapa tanah objek sengketa tersebut kosong. dan NURDIN yang
membayar pajak tanah objek sengketa tersebut sepeninggalan ibunya
(undung), bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada surat-surat lain atas
tanah objek sengketa tersebut, dan pajak yang dibayar oleh saksi atas
nama NURDIN, saksi tidak mengetahui sejak tahun berapa pajak tanah
objek sengketa atas nama NURDIN,pajak yang dibayar oleh saksi
tersebut berupa pajak perumahan atau pajak Bumi dan Bangunan.
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2. Sengketa tanah diantara sesama kerabat/masih dalam satu rumpun
keluarga
Wakkang umur 60 tahun alamat jalan poros pere-pere (tergugat)
melawan Camma umur 45 tahun dan Gading umur 52 tahun suami istri,
keduanya beralamat jln. poros pare-pare,(tergugat). Gugatan dilakukan
terhadap kerabat/ masih dalam satu Rumpun keluarga.
a. Penuturan (penggugat)
Mengatakan telah mengambil hak/warisan tanah yang di peroleh
sebagai warisan dari orang tuanya bernama ranreng, sedangkan ranreng
(orang tuanyapenggugat) memperoleh dari orang tuanya bernama  I dembu,
bahwa tanah objek sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah  seluas
+ 1.750 meter persegi (±17,5 are) sebagai warisan penggugat dari orang
tuanya bernama ranreng.
Bahwa tanah obyek sengketa pada awalnya berupa tanah kebun yang
dimiliki dan dikuasai penggugat dengan ditanami coklat, kemudian sekitar
tahun 1983 I camma (tergugat I) bersama suaminya bernama la
gading(tergugat II) menempati tanah obyek sengketa dengan status
menumpang atas izin dan persetujuan penggugat selaku pemilik.
Bahwa setelah penggugat ingin menggunakan tanah miliknya yaitu
tanah obyek sengketa, maka penggugat menhubungi tergugat I dan II
dengan meminta agar meniggalkan dan mengosongkan tanah obyek
sengketa, akan tetapi tergugat I dan II tidak mau meninggalkan dan
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mengosongkan tanah obyek sengketa dengan berbagai alasan yang tidak
mendasara, sehingga penggugat mengajukan gugatan perdata ini ke
pengadilan Negeri Sidrap untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum.
Bahwa perbuatan tergugat I dan II yang tetap menempati tanah obyek
sengketa dan tidak mau meniggalkan dan mengosongkan tanah obyek
sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum/ melanggar hak
penggugat selaku pemilik, dan selama tergugat menempati tanah obyek
sengketa tersebut pengugat menim bulkan kerugian atas uang sewa yang
seharusnya dinikmati penggugat selaku pemilik sejak tahun 2005, yaitu sejak
penggugat meminta tanah miliknya kepada tergugat I dan II.
Jika tanah obyek sengketa dipersewakan dalam setiap tahunnya
sebesar 250.000, jika diperhitungkan sejak tahun 2005 sampai sekarang
tahun 2007 sudah 2tahun berarti 500.000 dan tetap diperhitungkan sampai
tergugat I dan II menyerahkan tanah obyek sengketa kepada penggugat.
Untuk menghindari jangan sampai tergugat I dan II mengalihkan tanah
obyek sengketa kepada orang lain / pihak ke 3 dan untuk menjamin
terlaksananya, maka penggugat secepatnya membawa perkara ini ke
pengadilan.Tergugat I dan II, menyangkali dan menolak semua apa yang
dikatakan dalam gugatan penggugat, karena semua itu tidak benar sama
sekali.
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b. Penuturan Tergugat
Awal mula persenketaan, Berdasarkan penuturan tergugat, dengan
peristiwa persoalan sebenarnya saya megutarakan, mejelaskan, mengatakan
dengan sebenarnya dengan sebagaimana adanya, dan kami berani
bersumpah dan diangkatkan sumpah sesuai denagan kepercayaan agama
kami yaitu agama hindu sidrapa(tolotang) bahwa kami akan berkata dengan
benar sesuai dengan yang sebenar-benarnya.
Bahwa mengenai persoalan perkara lokasi tanah antara perempuan C
dan Lelaki G suami istri melawan lelaki W selaku penggugat yang hasil
putusannya NO. 09 Pdt.G/2007 PN sidrap. Yang kemudian perempuanC dan
lelaki G melakukan permohonan banding ke pengadilan Tinggi Makassar
dimana hasil putusannya No. 122/Pdt/2008/PT.  MKs yang kemudian
berlanjut ke Mahkama Agung RI yang dimenangkan olwh lelaki W.
(penggugat) yang dibantu oleh LSM/pengacara. Bahwa lokasi tanah tersebut
diatas (dipersengketakan) adalah tanah adat yang mana pemilik asal atau
pemilik pertama adalah lelaki P dan perempuan cambaru (suami istri) selama
hidupnya lelaki Pole dan perempuan Cambaru melahirkan dua anak yang
masing-masing bernama lelaki pallao dan perempuan Dembu. Bahwa lelaki
Pallao bin Pole dan Dembu bin Pole adalah parah ahli waris dari lelaki Pole
dan perempuan Cambaru yang masing-masing mempunyai keturunan
sebagai ahli waris.
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Sebagaimana keterangan adalah ahli waris yang berhak atas tanah
tersebut, perempuan Cengkeh, lelaki Labang dan lelaki Manja, lelaki
Lagading, perempuang Kambe, perempuan Ilomo, dan perempuan Tanawali
(ahli waris pallao bin pole)dan selanjutnya ahli waris dari perempuan (dembu
binti pole) yaitu ranreng   anaknya yang berhak mendapatkannya; Wakkang
dan Lamasse.
Bahwa lokasi tanah adat yang dipersoalkan tersebut seluas 200m
yang batas-batasnya sebagai berikut :
Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan raya poros pare-pare
Sebelah timur : berbatasan dengan tanah Nyompa
Sebelah selatang : berbatasan dengan tanah Mamma
Sebelah barat : berbatsan dengan jalan setapak
Bahwa lokasi tanah adat tersebut luasnya 200m yang ditempati oleh
tergugat membangun rumah  di atas tanah tersebut hanya sebagaian yaitu
luasnya ± 17,5 are, yang sebenarnya berasal dari tanah adat yang pemilik
pertamanya adalah lelaki Pole dan perempuan Cambaru dimana pemilik
asalnya tersebutt mempunyai keturnan (2)  yaitu lelaki Pallao dan perempuan
Dembu  yang seharusnya mendapat warisan dari orang tuanya secara adil.
Bahwa kemudian timbullah persoalan pengakuan secara sepihak,
pengakuan lelaki Wakkang  yang mengakui bahwa lokasi tanah seluas + 17,5
are adalah meliknya warisan darI orang tuanya yang akhirnya menimbulkan
persoalan keresahan sehingga perempuan Camma terpengaruh oleh ulah
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dari kemanakannya yang bernam Labetti bin Wakkang sebagaimana
keterangan permepuan Camma adapun keterangannya:
Pada tahun 1993 ada anaknya Wakkkang yang bernama Labetti
tinggal di Mojong Desa Mojong, kecematang Watang Sidenreng, kabupaten
Sidrap. Labetti datang di rumah tergugat dengan tujuan untuk meminjam
uang,  Camma bertanya berapa ? dia mengatakan tigah ratus ribuh ., Camma
berkata banyak sekali nak itu kau ambil semuami itu modalku kalau saya kasi
uang begitu banyaknya,  Labetti kemudian berkata kalau saya tidak
membayarnya wa Camma ambilki tanahku , Camma mengatakan lagi , mauki
apakan itu uang? Labetti menjawab  saya mau jadikan tambahan modal,
bagus sekali keuntungannya jualan Lombok di samarinda . jadi camma
kemudian berikan uang kepada labetti sebesar tiga ratus ribuh, karena
Labetti juga bukan orang lain kemanakan sendiri anak dari sepuh satu kali
dari Wakkang (penggugat).
Tidak lama kemudian Labetti datang kembali minta uang dan
mengatakan sama Camma beli saja itu tanahku yang sekarang kamu
tempati, Camma mengatakan , saya tidak bisa  putuskan/pastikan, saya takut
sama orang tuamu , labetti kemudiamn memanggil orang tuanya, dan
datanglah bersama ibunya dan saudaranya  yaitu IHati dan Wedda,
bapaknya tidak ada pada waktu itu karena pergi mencari belibis.  Mama dan
saudarah Labetti  kemudian berkata lagi belimaki itu tanah wa Camma
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Meman itu tanah sudah terbagi dan itu meman hak/bagian dari Labetti, dan
akhirnya Camma percaya.
Camma ahirnya menyuruh mereka(Labetti, Ihati, Wedda) menentukan
harga tanah tersebut, mereka menentukan dengan harga tujuh ratus ribuh,
karena tidak cukup satu kavling rumah dan juga tidak pekarangan rumahnya.
Harga rumah pada waktu tersebut yang lengkap dengan halamanya sebesar
1000.000, jadi waktu itu Camma kemudian langsung melunasi tanah tersebut
dan menyerahkan uangnya langsung sama mamanya Labetti  dan disaksikan
Labetti dan Wedda. Dan disaksikan juga orang lain bernama Wa Bang
kemanakang dari Lawakkang  sekaligus kemankang dari Gading (suami
Camma ) wa. Bang bertanya uang apa yang kau berikan sama mamanya
Labetti, Camma  berkata saya beli tanahnya labetti sebagian, wa Bang
mengatakan banyak sekali uangmu, sebenarnya itu tanah biar tidak kau beli
karena berasal dari lelaki Pole dan perempuan Cambaru. Camma berkata
biarmi yang saya mau aman ndak ada masala.
Setelah Camma serahkan uangnya sama mamanya Labetti Camma
kemudian menunggu bapaknya Labetti (Wakkang sepupu satu kali Camma).
Pada  saat la Wakkan datang Camma kemudian berkata, saya  beli itu
tanahnya Labetti kepada mamanya. Lawakkang  kemudian berkata , belimaki
kalau mauji Labetti jual,i.
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Sesudah itu camma pindahkan rumahnya ke tanah yang dia  beli, dan
Camma ingin buatkan surat-surat untuk jual beli tanah tersebut di rumah
bapak kepala lingkungan. Dibertahukanlah mamanya Labetti, mamanya
Labetti berkata malu sekalika pergi ke rumahnya bapak kepalah lingkungan,
ngk usahmi saja siapa lagi yang mau gangguki masalah tanah tersebut,
semua anak-anakku sudah tau.
Suatu waktu ada pengukur tanah yang datang (baru pertama kali
datang) ke rumah kepala lingkungan Andi Paddudu bersama kepala Desa
pak Saleng. Camma kemudian berkata  mauka juga di ukurkan ini tanah yang
ditempat rumahku sekarang, kemudian datangmi kepala lingkungan, wakil
kepala Desa , pegawai agrarian dan sepupuku la Wakkang . Lawakkang
menujuk batasan tanahnya yang di beli Camma. Setelah di ukur dan
sertifikatnya mau diterbitkan wakil kepala desa yang bernama andi baso
berkata sama Camma , nanti saya yang urus kemudian pergi Lawakkang
untuk tanda tangan , Camma pun percaya kepada wakil kepala Desa dan
memberikan biaya pengurusan. Pada saat itu sertifikat sudah mau keluar
Camma kemudian pergi ke kantor Kepala Desa, pegawai di kantor kepala
Desa kemudian berkata , tidak ada nama  ta  di sini. Camma kemudian pergi
ke  Andi Baso (wakil kepala Desa)  dan bertanya kenapa tidak ada namaku
sementara yang lain sudah ada semu.  Andi Baso berkata saya tidak di kasi
tanda tangan lawakkan mungkin I Wedda yang tidak stor. Camma kemudian
pergi lagi sama iwedda  kemudian berkata tidak perlu sertifikat, sertifikat
74
diperlukan kalau kita mau ambil uang di bank, dan  Camma pun percaya
kata-kata Wedda . Wedda kemudian berkata lagi, suruh saja kepala kampong
membuatkan balik nama atas nama Gading Camma dalam PBB/SPPT.
Pada tahun 1995 Camma mau menggani rumahnya dengan rumah
yang agak besar, didekat rumahnya dibuat, ruamah yang akan di bangun.
Lawakkang menunjukang pembatas tanah, jadi tanahnya tidak cukup untuk
membangun rumah agak besar. Pada tahun 2000 ada lagi uanagnya Camma
sedikit, mau lagi dipakai untuk pondasi keliling rumah jadi Camma Tanya
Lawakkang. dia tidak pernah menegur , adami yang ajari tukang batue bahwa
sampai batasan in saja yang dipondasi  supaya tidak mempersempit jalan.
Kasus tanah ini menjadi sangat penting karena penyelesaiannya
bertingkat-tingkat mulai dari musyawarah sampai akhirnya pada keputusan
mahkama agung, tetapi penyelesaian yang diharapkan tidak tercapai, bahkan
menimbulkan ketegangan dan keretakan dalam kehidupan sosial kedua
belah pihak yang bersengketa yang pada dasarnya masih kerabat.
Masalah sengketa tanah, walaupun sudah diputuskan melalui
keputusan mahkam agung, tidak dapat trselesaikan bahkan memperuncing
persengketaan dan konflik fisik antara kedua belah pihak tersebut.
Sebenarnya kedua warga masyarakat ini masih merupakan satu
kerabat dekat atau satu rumpung keluarga, berikut keterangan ahli waris dari
tanah yang dipersengketakan.
75
Beberapa orang ahli waris  dari almahrum lelaki Pole dan istrinya
almahrum Cambaru , bahwa dengan surat keterangan ahli waris ini dengan
sebenarnya, mengenai lelaki pole dan isrinya yang kawin dengan peremuan
Cambaru dari hasl perkawiannya melahirkan dua orang anak yang bernama :
1. Pallao(laki)  2. Dembu (perempuan) yang kemudian lelaki Pole meninggal
dunia pada tahun 1940 dan Cambaru meninggal dunia pada tahun 1939.
Selanjutnya lelaki pallao bin Pole kawin dengan perempuan Madini, dari hasil
perkawinannya melahirkan dau orang anak yang bernam: 1.perempuan
Cengke 2. Lelaki la Cukke, kemudian lelaki Pallao kawin lagi dengan
perempuan I Baha yang kemudian melahirkan 1.orang anak lelaki yang
bernama labang lalu kemudian lelaki Pallao bin pole kawin lagi dengan
perempuan I Maleng, yang kemudian melahirkan 2 orang anak yang
bernama: 1. Perempuan I Mallawe, 2. Lelaki Lamlluru, Yang Kemudian Lelaki
Pallao bin Pole meninggal dunia pada tahun  1960. Kemudian perempuan
madini meninggal dunia pada tahun 1930 dan perempuan ibaha meniggal
dunia pada tahun 1937 selanjutnya I dembu bint pole kawin dengan lelaki la
Kenyang  dan melahirkan seorang anak bernama lelaki Ranreng lalu
kemudaian lelaki Ranreng kawin dengan perempuan I Jengki, yang kemudian
perempuan Dembu meninggal dunia pada tahun 1965 dan lelaki la Kenyang
meninggal dunia pada tahun 1930. Dan selama hidupnya melahirkan 3.
Orang anak yang bernama: 1. Perempuan I Mase,2. Lelaki wakkang 3. La
masse, Selanjutnya lelaki Wakkang kawin dengan perempuan Ihati yang
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kemudian melahirkan 4 orang anak yang bernama: 1. Imassa (p) 2. Ambo
Enre(L) 3. I Wedda (P) 4. Labetti (L)
Selanjutnya lelaki lamasse kawin dengan perempuan I Nondong yang
kemudian melahirkan 7 orang anak yang bernama: 1. Arfan(L) 2. Itammi(P) 3.
Asri(L). 4 Daddi(L) 5. Marlina(P) 6. Ramma(P) 7 la Kenyyang(L). yang
kemudian perempuan cengkeh meninggal dunia pada tahun 2005 sedangkan
lelaki la Cukke meninggal dunia pada tahun 1965 dan perempuan I Soda
meninggal dunia pada tahu 2002 sedangkan perempuan 1 Mallawe meniggal
dunia pada tahun 2000 dan lelaki la Pallira meniggal dunia pada tahun 1992,
sedangkan lelaki Lamaluru meninggal dunia pada tahun 1988. Sedangkan
lelaki Laranreng meninggal dunia pada tahun 1968 dan perempuan I Jengki
meninggal dunia pada tahun 1959 sedangkan Indo Upe meninggal dunia
pada tahun 1995.
Menurut ajaran adat hindu sidrap (tolotang)  apabila terjadi suatu
sengketa dalam kaum masyarakat hukum adat/ sesama agama hidu Sidrap
diselesaikan oleh Uwa yang ada dalam Desa tersebut, Kemudian apabila
putusan ini tidak memuaskan salah satu pihak, maka dapat langsung
disampaikan pada ketua adat, ketua uwa
Penyelesaian konflik secara informal maksudnya adalah proses
penyelesaian konflik dengan jalan mengikutsertakan serta keterlibatan tokoh
masyarakat dalam menyelesaikan konflik tersebut dengan lembaga-lembaga
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adat yang ada. dalam menyelesaikan suatu konflik tanah dalam adat hindu
sidrap, adanya prosedur-prosedur yang harus dilalui, yaitu orang yang
membawa kasusnya dia harus siap menerima keputusan dari uwa(kepala
adat).
Kemudian apabila kita merasa ragu untuk untuk mebawa kasus ke
ketua adat tentang putusan yang akan diberikan nantinya, maka tidak ada
unsure pemaksaan, kita berhak memilih pilihan hukum yang harus kita
tempuh, baik itu hukum adat maupun  peradilan.
Karena Lawakkang kwatir tentang putusan yang akan diberikan oleh
ketua adat, maka La wakkang melakukan  gugatan ke Pengadilan Negeri
Kabupaten Sidrap, tertanggal 9 Juni 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri pada tenggal 12Juni 2007 Kabupaten Sidrap dengan No.
09/Pdt.G/2007/PN.sidrap. Gugatan dilakukan terhadap kerabat/ masih dalam
satu Rumpun keluarga.  (penggugat) mengatakan  telah mengambil
hak/warisan tanah yang di peroleh sebagai warisan dari orang tuanya
bernama Ranreng, sedangkan Ranreng (orang tuanyapenggugat)
memperoleh dari orang tuanya bernama  I Dembu, bahwa tanah objek
sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah  seluas + 1.750 meter
persegi (± 17,5 are) sebagai warisan penggugat dari orang tuanya bernama
Ranreng.
Bahwa tanah obyek sengketa pada awalnya berupa tanah kebun yang
dimiliki dan dikuasai penggugat dengan ditanami coklat, kemudian sekitar
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tahun 1983 I Camma (tergugat I) bersama suaminya bernama la
Gading(tergugat II) menempati tanah obyek sengketa dengan status
menumpang atas izin dan persetujuan penggugat selaku pemilik.
Bahwa setelah penggugat ingin menggunakan tanah miliknya yaitu
tanah obyek sengketa, maka penggugat menhubungi tergugat I dan II
dengan meminta agar meniggalkan dan mengosongkan tanah obyek
sengketa, akan tetapi tergugat I dan II tidak mau meninggalkan dan
mengosongkan tanah obyek sengketa dengan berbagai alasan yang tidak
mendasara, sehingga penggugat mengajukan gugatan perdata ini ke
pengadilan Negeri Sidrap untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum.
Bahwa perbuatan tergugat I dan II yang tetap menempati tanah obyek
sengketa dan tidak mau meniggalkan dan mengosongkan tanah obyek
sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum/ melanggar hak
penggugat selaku pemilik, dan selama tergugat menempati tanah obyek
sengketa tersebut pengugat menim bulkan kerugian atas uang sewa yang
seharusnya dinikmati penggugat selaku pemilik sejak tahun 2005, yaitu sejak
penggugat meminta tanah miliknya kepada tergugat I dan II.
Jika tanah obyek sengketa dipersewakan dalam setiap tahunnya sebesar
250.000, jika diperhitungkan sejak tahun 2005 sampai sekarang tahun 2007
sudah 2tahun berarti 500.000 dan tetap diperhitungkan sampai tergugat I dan
II menyerahkan tanah obyek sengketa kepada penggugat.
79
Untuk menghindari jangan sampai tergugat I dan II mengalihkan tanah
obyek sengketa kepada orang lain / pihak ke 3 dan untuk menjamin
terlaksananya, maka penggugat secepatnya membawa perkara ini ke
pengadilan.Tergugat I dan II, menyangkali dan menolak semua apa yang
dikatakan dalam gugatan penggugat, karena semua itu tidak benar sama
sekali.
a). Saksi Yang Diajukan Oleh Penggugat (Wakkang)
1. Saksi Gentao
Bahwa saksi mengetahui ada sengketa antara Penggugat dengan
Para Tergugat mengenai tanan seluas ± 2 Areyang terletak di Mojong ,
Desa mojong, Kecamatan watang sidenreng, Kabupaten Sidenreng
Rappang,Bahwa dulu tanah tersebut milik Penggugat yang diperole dari
bapaknya yang bernama Ranreng sedangkan Ranreng memperolen tanah
tersebut dari orang tuanya yang bernama I Dembu,bahwa sekarang tanah
tersebut dikuasai oleh para Tergugat bahwa  para  tergugat menempati
tanah Penggugat pada awalnya menumpang,Bahwa Icamma (Tergugat )
adalah sepupu dari Penggugat dan Tergugat  tinggal di objek sengketa
karena menumpang di atas tanan tersebut sejak sekitar tahun 1980 - an
bahwa Labetti adalah anak  dari Penggugat, tanah tersebut sekarang
sudah dibangun rumah dan sewaktu para Tergugat membangun rumah di
atas tanan tersebut tidak ada teguran dari Penggugat.
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2. Saksi Mamma
Bahwa saksi mengetahui ada sengketa antara Penggugat dengan
Para Tergugat mengenai tanah yang terletak di Mojong, Desa mojong,
Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dulu
tanah tersebut milik Penggugat yang Diperoleh dari bapaknya yang
bernama Ranreng, sekarang tanah tersebut dikusai para Tergugat Tetapi
saksi tidak dak mengetahui kenapa Para Tergugat menguasai tanah
tersebut, La Betti adalah anak dari Penggugat, Bahwa tanah tersebut
sekarang sudah dibangun rumah dan sewaktu Para Tergugat membangun
rumah di atas tanah tersebut tidak ada teguran dari Penggugat ;
3. Saksi Nuling
Bahwa saksi mengetahui ada sengketa antara Penggugat dengan
Para Tergugat mengenai tanah seluas ± 2 Are,tanah tersebut milik
Penggugat yang berasal Dari warisan dari bapaknya yang bernama
Ranreng, menurut keterangan Penggugat sekarang tanah tersebut
dikuasai oleh Para Tergugat menumpang di atas tanah tersebut sejak
tahun 1980 – an, Bahwa ketiga orang ssaksi tersebut di atas adalah Saksi
yang diajukan oleh la wakkan tergugat I dan II, menyangkali dan menolak
semua apa yang dikatakan dalam gugatan penggugat, karena semua itu
tidak benar sama sekali.
b). Saksi - Saksi Yang Diajukan Oleh Tergugat I Dan Tergugat I I (Icamma
dan Lagading):
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1. Saksi Patengngai
Bahwa saksi mengetahui ada sengketa antara Penggugat dengan
para Tergugat mengenai tanah seluas lebih dari satu are, Bahwa dulu
tanah tersebut milik Penggugat tetapi sekarang tanah tersebut dikuasai
oleh para Tergugat karena Tergugat satu telah membeli tanah tersebut
dar i La betti (anak Penggugat ) Bahwa la betti pernah meminjam uang
kepada Tergugat I dengan syarat jika uang yang dipinjam tidak dapat
Dikembalikan oleh La Betti maka tanah yang sekarang di tempat i oleh
para Tergugat menjadi miliknya Tergugat Bahwa tanah tersbut  sekarang
sudah dibangun rumah yang sewaktu para Tergugat membangun rumah
di atas tanah tersebut tidak ada teguran,
2. Saksi Imusu
Bahwa saksi mengetahui ada sengketa antara Penggugat dengan
para Tergugat mengenai tanah seluas lebih dari satu are, Bahwa dulu
tanah tersebut milik Penggugat tetapi sekarang tanah tersebut  dikuasai
oleh para Tergugat karena Tergugat satu telah membeli tanah tersebut
dari labetti (anak Penggugat ) Bahwa saksi pernah melihat tergugat
memberi uang sebesar Rp. 300.000,00 , - ( tiga ratus ribuh rupiah)
kepada labetti  sekitar tahun 1990 dan La Betti berkata jika uang yang
dipinjam tidak dapat dikembali kan oleh La betti maka tanah yang
sekarang di tempai  oleh Para Tergugat menjadi milik Tergugat, Bahwa
jual beli tanah tersebut tidak ada surat - suratnya dan tidak dicatat di
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kepala Desa, Bahwa uang yang dipinjam oleh La Betti sampai sekarang
belum dikembalikan kepada Tergugat, Bahwa tanah tersebut  sekarang
sudah dibangun rumah yang sewaktu Para Tergugat membangun rumah
di atas tanah tersebut tidak  ada teguran dari Penggugat ;
3. Saksi Dolong
Bahwa saksi mengetahui ada sengketa antara Penggugat dengan
para Tergugat mengenai tanah seluas lebih dari satu Are,Bahwa
berdasarkan keterangan yang didengar dar I Tergugat jika dulu tanah
tersebut milik Penggugat te tap I sekarang tanah tersebut dikuasa i oleh
Para Tergugat karena Tergugat telah  memberikan uang kepada La betti
(anak Penggugat ) pada tahun 1993, Bahwa Tergugat pernah
memberiakan uang Rp750.0000,00 ,  dengan secara bertahap, tahap I
sebesar Rp 300.000,00 , yang di terima oleh la betti, Bahwa penyerahan
uang tersebut tidak  ada kwitansinya dan sepengetahuan dar i Penggugat
serta diketahui oleh Kepala Kampung Andi Paddudu, Bahwa sewaktu La
Betti menerima uang tersebut dia Berkata jika uang yang dipinjam tidak
dapat dikembalikan oleh La Betti maka tanah yang sekarang di tempati
oleh para Tergugat menjadi mili Tergugat,Bahwa tanah tersebu t
sekarang sudah dibangun rumah dan sewaktu para Tergugat membangun
rumah di atas tanah tersebut tidak ada teguran dari penggugat, Bahwa
yang mematok batas - batas tanah tersebut perintah penggugat dari
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Tergugat membangun rumah di atas  tanah tersebut dan hal tersebut
diketahui oleh kepala kampung Andi Paddudu.
4. Saksi lamene
Bahwa saksi mengetahui ada sengketa antara Penggugat dengan
Para Tergugat mengenai tanah seluas lebih kurang dua  are, Bahwa
pada tahun 1995, saksi pernah bekerja membangun rumah di atas tanah
abjek sengketa dan sewaktu para Tergugat membangun rumah di atas
tanah tersebut tidak  adak ada teguran dari Penggugat, bahwa saksi
pernah diberitahu  oleh tergugat jika Tergugat telah  memberikan uang
pada La Betti (anak Penggugat ) tetapi saksi tidak tau  berapa jumlahnya.
Karena tergugat bersih keras tidak mau meninggakan dan
mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut maka penggugat
membawa perkara ini ke pengdilan negeri untuk mendapatkan
penyelesaian secara hukum.
Tetapi setelah ini tidak menimbulakn penyelesaian apa yang di
inginkan kedua belah pihak, dan tanah obyek sengketa yang di menagkan
oleh tergugat merasa kwatir menempati tanah tersebut, karena
berdekatan dengan rumah penggugat hanya jalan setapak sebagai
antara.
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B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Tanah
Terjadinya masalah pertanahan di Sidrap biasanya terjadi karena
beberapa faktor di antaranya :
1.Penguasaan lahan produktif yang Bukan Hak Milik
Penguasaan akan lahan produktif ini terjadi ketika tanah yang dahulunya
tidak memiliki nilai namun setelah dikerjakan dan diolah serta menghasilkan
menjadikan tanah itu semakin bernilai. Namun, berharganya tanah tersebut
kemudian menimbulkan adanya konflik kepentingan dan pemanfaatan situasi
oleh pihak-pihak yang ingin memperoleh tanah yang bukan miliknya. Hal ini
semakin bermasalah ketika tanah tersebut hanya diukur tanaman atau tanpa
sertifikat dan kepemilikannya hanya diketahui oleh beberapa saksi yang
menandatangani surat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.
Permasalahan semkain rumit ketika yang menjdi saksi telah meninggal dan
hal inilah yang kemudian menjadikan pihak memanfaatkan kesempatan
tersebut, karena ia yakin akan menang pada saat adanya penyelesaian
sengeta.
2. Status Tanah yang Tidak Pasti
Status tanah yang tidak  mempunyai kekuatan badan hukum menjadi
permasalahan yang sering kita dengar akhir-akhir ini, Apalagi dalam
kehidupan masyarakat Mojong bukti surat akan tanah itu sendiri hanya
diperoleh dari adanya kekuatan hukum lokal diatas materai, terlebih lagi pada
masyarakat yang berada jauh dari pusat perekonomian masyarakat sidrap,
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kepemilikan tanah makin tidak jelas karena kepemilikan tanah masih bersifat
bersama berdasrkan atas tanah ulayat atau masih dalam satu keluarga,
Otomatis kepemilikannya masih didasarkan atas kepercayaan bersama. Dan
mereka biasanya hanya menyimpan bukti Girik, Girik sebenarnya bukan
salah satu jenis sertifikat properti. Girik adalah bukti surat pembayaran pajak
atas suatu lahan, yang merupakan bukti bahwa seseorang telah mengusai
sebidang lahan. Lahan dengan status girik adalah lahan bekas hak milik adat
yang belum di daftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jadi girik
bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak, tetapi hanya merupakan bukti
penguasaan atas suatu lahan dan pembayaran pajak atas tanah tersebut.
Girik tidak kuat status hukumnya seperti sertifikat, tetapi girik bisa dijadikan
dasar untuk membuat sertifikat tanah. Jadi apabila akan mengadakan
transaksi jual beli lahan girik, harus dipastikan bahwa nama yang tertera di
dalam dokumen girik tersebut harus sama dengan nama yang tertera dalam
akta jual beli. dibuktikan dengan dokumen pendukung yang dapat diterima
yang merupakan sejarah kepemilikan lahan sebelumnya. Sejarah
kepemilikan lahan diperlukan apabila ingin meningkatkat status hukum suatu
lahan menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) maupun Sertifikat Hak
Milik (SHM). Istilah Girik biasa dikenal dengan tanah adat, petok, ricik, ketitir
dan lain-lain.
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2.  Penguasaan Tanah Berpindah Karena Hak  Milik Pergi Merantau
Permasalahan sengketa tanah juga terjadi karena situasi kelurga.
Desakan ekonomi dan kurangya keterampilan dalam mengolah lahan
pertanian menjadikan anak-anak dari orangtua yang akan mewariskan tanah
orangtua pergi merantau. Keputusan merantau dan tanpa mengetahui batas
tanah dari orangtuanya menjadi masalah di kemudian  hari, masalah juga
semakin rumit ketika orangtua si anak tersebut meninggal dunia.
Permasalahan lainnya ketika orangtuanya semasa hidupnya telah menjual
beberapa bagian tanahnya kepada orang lain karena tidak sanggup
mengolah maupun karena desakan ekonomi, hubungannya kelak dengan
terjadinya sengketa ketika pihak yang membeli tanah tersebut memanfaatkan
situasi untuk mendapatkan keuntungan.
C. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah di Mojong
a. Penyelesaian internal di dalam keluarga
Sengketa ini juga biasanya berhubungan dengan tanah adat dan
tanahwarisan. Hanya saja proses penyelesaiannya dilakukan oleh inernal
keluarga saja tanpa dihindari oleh penetua adat . atau adanya
penyelesaian secara adat yaitu dengan mengundang keluarga  yang
sedang bersengketa dan juga saksi-saksi (orang tua yang mengetahui
dengan pasti silsilah/sejarah dari tanah yang dipersengketakan ).
Sengketa tanah  biasanya terjadi antar saudara kandung yang
mempermasalahkan hak wariasan tanah yang diberikan oleh orangtuanya,
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atau adanya pergeseran batas tanah, penyelesaian yang dilakukan
tentunya diselesaikan oleh orang tua mereka atau jika orangtuanya
meninggal yang menyelesaikan yakni paman dari pihak laki-laki. Namun
terkadang penyelesaian ini tetap saja dibawa ke jalur adat karena
keputusan yang diambil oleh orangtua/paman mereka tidak adil, tapi ada
juga keluarga yang tetap mengikuti keputusan orang tuanya.
b). Penyelesaian melalui peradilan Adat
Sengketa tanah yang diselesaikan dengan cara ini adalah adat dan
tanah warisan. Ini biasanya diselesaikan melalui forum keluarga dengan
mengundang keluarga besar dan penatua adat yang ada pada garis
keturunan tersebut. Penyeleseaian secara adat memerlukan keterlibatan
dari tokoh adat yang berada di lokasi terjadinya sengketa. Hal ini disebut
sebagai pembicara adat, dalam pembicaraan adat akan di saksikan oleh
warga yang bersengketa dan semua masyarakat yang berada di lokasi
kejadian sengketa.
Pembicaraan adat akan dilaksanakan untuk menyampaikan
informasi berkaitan dengan keputusan yang akan dilaksanakan dalam
penyelesaian sengketa tanah tersebut. Informasi tersebut berupa;
keterangan-keterangan dari saksi kedua belah pihak, keterangan dari
pihak mediator kedua belah pihak, renten permasalahan hingga dibawa ke
jalur adat dan pengukuran batas tanah kedua belah pihak yang
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bersengketa atau informasi tentang keadaan tanah yang di
persengketakan.
Setelah diungkapkan informasi tersebut maka tokoh adat
melaksanakan pembuktian terhadap laporan dari masing-masing yang
bersengketa dengan bukti yang telah mereka peroleh. Bukti-buktti tersebut
berupa surat tanah atau surat perjanjian, informasi dari saksi yang
mendatangani surat perjanjian. Kemudian mereka memutuskan siapkan
yang berhak memperoleh kembali tanah yang dipersengketakan, biasanya
keputusan ini disyaratkan melalui surat keputusan hasil rapat musywarah
adat dengan ditandatangani  oleh tokoh adat yang kemudian akan menjadi
saksi jika di kemudian hari tanah tersebut dipermasalahkan.
Kegiatan musyawarah adat ini sekaligus sebagai upaya mempererat
hubungan kekerabatan dengan yang bersengketa agar ke depannya
menjadi lebih baik, kegiatan musyawarah yang berdasarkan atas
keterbukaan dan kejujuran ini sangat dipercaya oleh masyarakat Mojong
sebagai keputusan hukum yang sah. Konsekuensi jika masalah tersebut
dipersengketakan lagi, oleh semua warga secara otomatis akan
mengucilkan yang bersangkutan yang kembali mempersengketakan tanah.
Sanksi ini berupa warga masyarakat yang bersengketa tersebut
tidak dianggap dalam kegiatan desa, disindir dengan kata-kata kiasan, bila
ada yang ia butuhkan tidak dibantu, anaknya nikah tidak akan didatangi,
kematian keluarganya juga tidak didatangi dan pada akhirnya warga
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tersebut lambat laun meninggalkan desa tersebut, konsekuensi ini
akhirnya warga teresebut lambat laun meningalkan desa tesebut.
Konsekuensi ini akhirnya menjadi landasan kepercayaan akan segala
keputusan dari tokoh adat dan menjadikan masyarakat saling menjaga
kepercayaan atas kepemilikan tanah satu sama lain.
Konsekuensi penyelesaian secara adat yatu kita harus bersedia
menerimah keputusan dari ketua adat tentang perkara yang akan
diselesaikan, meskipun tidak begituh memuaskan, tetapi sebaliknaya
apabilah kita merasa ragu tentang keputusan yang akan diberikan nantinya
maka tidak ada unsur pemaksaan untuk memilih jalur untuk penyelesaian
sengketa baik itu secara hukum atau kekeluargaan.
c. Penyelesaian Melalui Pengadilan Negeri
Sengketa ini biasnya dilakukan pada proses penyelesaian tanah
milik pribadi, dalam proses ini, pihak yang keberatan harus bisa
menunjukkan beberapa bukti kepemilikan atas tanah tersebut seperti:
sertifikat, surat pembelian dan juga izin bangunan jika tanah tersebut telah
didirikan bangunan.
Permasalahan sengketa tanah melalui jalur hukum biasanya
dilakukan apabilah di antara Kedua belah Pihak yang bersengketa ada
yang merasa tidak yakin bahwa jawaban yang akan di berikan oleh ketua
adat (Uwa) Nantinya tidak sesuai apa yang di  inginkannya maka mereka
lebih memilih untuk di selesaikan di Jalur Hukum. Dan biasanya suku
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lain yang merantau ke sidrap atau warga sidrap yang  mengalami
perkawinan campur dengan suku lain yang belum diadati secara adat
sidrap, dan biasanya permasalahan sengketa tanah yang terjadi hanya di
daerah perkotaan yang sudah bersifat individual atau berada dalam ruang
lingkup adat. Walaupun ia berada di dalam lingkungan adat namun
masyarakat tersebut belum disyaratkan secara adat jadi ia berhak
mengajukan masalh tanahnya melalui jalur hukum.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Hal-hal yang menyebabkan sering terjadinya sengketa tanah di
Mojong adalah warisan yang tidak  jelas asal-asulnya. Adanya jual beli tanpa
bukti-bukti yang kuat atau tanpa sepengetahuan adat/notaries juga
menimbulkan masalah yang semakin rumit.
Permasalahan dalam aturan adat dapat kita lihat pada peranan Kepala
adat yang tidak tegas atau belum begitu mampu untuk memberikan ikatan
yang kuat pada pihak yang diketahui salah dalam sengketa. Tindakan Kepala
Adat yang harus berdasarkan pada 3 sifat, yaitu menjaga keamanan
masyarakat, memelihara kedamaian di antara rakyat dan memlihara derajat
agama dan kepercayaan terkadang memberikan pengecalian tersendiri bagi
pelaku sengketa yang bersalah. Di lain sisi, dengan mengetahui bahwa
mengikuti aturan adat yang berlaku dan memberikan permasalah sengketa
untuk diselesaikan oleh pihak adat, membuat pelaku bersalah menyadari
bahwa dirinya akan diketahui bersalah dan lemah. Sehingga, banyak dari
mereka yang diketahui bersalah mengalihkan kasus tersebut untuk
dilimpahkan lewat jalur hukum atau pengadilan.
Selain itu, yang mernjadi permasalahan lainnya adalah faktor eksternal
yang berasal dari pihak ketiga baik yang berasal dari keluarga salah satu
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pihak yang bersengketa maupun pihak ketiga di luar para pihak yang
bersengketa. Pihak ketiga lainnya dapat muncul pada saat musyawarah
sengketa tanah telah menemukan solusinya dan para pihak juga telah
sepakat kemudian terdapat pihak lainnya yang muncul dan menyatakan
bahwa dia juga mempunyai hak yang sama atas tanah yang disengketakan
dan mengajukan keberatan, sehingga memunculkan masalah baru yang
harus diselesaikan.
B. Saran
Sebagai akhir dari pembahasan ini maka penulis mencoba
memberikan saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi semua
pihak yang terkait yaitu:
1. Agar dapat mengantisipasi asal-usul tanah yang tidak jelas dengan cara
mengadakan pencatatan dan identifikasi kepemilikan tanah sebelum
terjadi masalah seperti adanya pemalsuan hak milik. Perlu adanya
kejelasan dalam kepemilikan tanah dalam bentuk akta tanah kerena
selama ini kepemilikan tanah hanya didasarkan batas tanah berupa
tanaman maupun pilar dan surat tanah yang berupa materai atau hanya
bukti PBB( pajak bumi dan bangunan) sedengkan hanya berdasrkan itu
tidak menjamin Hak Milik di kemudian Hari. Maka dari itu perlu adanya
penerbitan sertifikat, dengan jelasnya kepemilikan tanah maka kecil
kemungkinan terjadinya pertiakian antar saudara, kerabat maupun
warga.
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2. Agar pemerintah desa bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam
membantu warganya yang mempunyai kesulitan dana dalam
memperoleh surat tanah yang sah atau sertifikat.
3. Agar kiranya Kepala Adat dalam peranaanya lebih tegas dalam
mendamaikan atau menyelesaikan konflik pertanahan, kalalu memang
bersalah harus dinyatakan bersalah. Agar masyarakat tidak lagi
membawa perkaranya atau kasusnya ke jalur pengadilan karena
prosesnya lama dan memakan waktu dan biaya yang cukup banyak.
4. Perlu adanya ketegasan hukum dan sanksi adat yang diberikan kepada
masyarakat yang selalu memperkarakan dan menggeser tanah yang
bukan hak miliknya secara tertulis.
5. Perlu adanya inisiatif dari pihak aparat desa dalam menangani
pembelian serta dalam penyelesaian masalah sengketa tanah, baik di
jalur adat, jalur pemerintah atau pengadilan agar beberapa pihak tidak
dirugikan. Karena Masyarakat menilai penyelesaian sengketa
pertanahan selalu berpihak kepada kelompok tertentu yang tak pantas
untuk dilindungi. Sedangkan pihak yang tak pantas memperoleh
perlindungan hukum tersebut tak pernah iba melihat nasib rakyat yang
tertindas hak atas tanahnya dan pada akhirnya rakyat kehilangan
kesabaran, dan melakukan tindakan yang berada di luar jalur hukum.
Kenyataan ini membuat masyarakat pesimis terhadap penyelesaian
sengketa pertanahan yang mereka hadapi secara hukum sehingga
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sebagian dari mereka yang akhirnya melahirkan tindakan yang berada
di luar jalur hukum yang menimbulkan konflik berkepanjangan di
masyarakat.
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LAMPIRAN
Gambar I
Objek Sengketa/Tanah Sengketa,Yang masi satu Hubungan Darah, Antara
Bapak dan Anak
Gambar II
Objek Sengketa/Tanah Sengketa, Yang Masih Satu Rumung
Keluarga/Kerabat
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Kantor Desa Mojong
Gambar IV
Poskesdes Mojong
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Mesjid Mojong
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Sekolah Dasar/ SD NEG.I Mojong
